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Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana penerapan konsep 
Restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di 
bawah umur di kota makassar.Pokok masalah tersebut selanjutnya dijabarkan 
dalam beberapa sub masalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1)Faktor apakah 
yang melatarbelakangi sehingga anak melakukan tindak pidana di wilayah hukum 
Pengadilan Negeri Makassar? 2)Apakah yang mendasari penerapan konsep 
Restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di 
Kota Makassar? 3)Bagaimanakah pelaksanaan diskresi kepolisian dalam 
menerapkan konsep Restorative justice pada kasus tindak pidana yang dilakukan 
oleh anak di Kota Makassar? 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang menggabungkan 
antara Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris. Adapun 
sumber data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. 
Penelitian ini tergolong penelitian dengan jenis data kualitatif yaitu dengan 
mengelola data primer yang bersumber dari Hakim di Pengadilan Negeri 
Makassar dan Penyidik POLRESTABES Makassar. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Faktor-faktor yang 
melatarbelakangi anak di bawah umur melakukan tindak pidana di wilayah hukum 
Pengadilan Negeri Makassar diantaranya adalah: (a)Faktor kemiskinan, (b)Faktor 
rendahnya pendidikan,(c)Faktor pengaruh negatif lingkungan Pergaulan,(d)Faktor 
pengaruh negatif teknologi, 2) Yang menjadi landasan pemikiran dari penerapan 
konsep Restorative justice pada penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh 
anak di Kota Makassar adalah bahwa anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian 
dari generasi muda, anak berperan sangat strategis sebagai generasi penerus suatu 
bangsa. Sehingga perubahan Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang 
pengadilan anak menjadi penting hal ini diadasari bahwa telah terjadi kegagalan 
dalam sistem peradilan pidana anak untuk memberikan rasa keadilan bagi anak 
yang berhadapan dengan hukum, lalu kemudian lahirlah Undang-undang nomor 
11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang didalamnya 
mengamanahkan untuk menerapkan konsep Restorative justice dalam 
penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan dipercaya dapat menjadi 
solusi yang tepat untuk memberikan rasa keadilan bagi anak yang berhadapan 
dengan hukum. 3) Pelaksanaan diskresi dalam penyelesaian tindak pidana oleh 
anak di kota Makassar seringkali dilakukan karena sangat membantu bagi 
penyidik dalam meringankan beban kerja terlebih lagi banyaknya kasus tindak 
pidana yang melibatkan anak sebagai pelakunya, namun demikian terdapat kasus-
kasus tertentu yang tetap diproses sebagaimana hukum formil seperti kasus yang 




A. Latar Belakang masalah 
Negara Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana yang tercantum 
dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 amandemen ketiga. Sebagai negara hukum sudah seharusnya dalam setiap 
kegiatan dan aktifitas masyarakat serta pemerintahan berdasarkan atas hukum. 
Hukum dijadikan panglima dalam penyelenggaraan Negara. 
Sejalan dengan pernyataan tersebut di atas, Indonesia telah memberikan 
perlindungan hukum kepada anak melalui berbagai peraturan perUndang-
undangan di antaranya Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem 
peradilan pidana anak, Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia, dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas  
Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak. 
Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai organisasi internasional telah 
mengesahkan konvensi hak anak. Konvensi ini merupakan instrumen 
internasional yang secara yuridis mengikat bagi setiap Negara yang telah 
meratifikasinya. Sehingga setiap Negara tersebut memiliki kewajiban hukum 
internasional untuk menerapkan ke dalam aturan-aturan hukum positifnya. Di 
Indonesia sendiri, penjabaran tentang isi dan jiwa dari konvensi hak anak termuat 
dalam Undang-undang RI Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
perubahan atas  Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan 
anak  
Anak dengan segala pengertian dan defenisinya memiliki perbedaan 
karakteristik dengan orang dewasa, ini merupakan titik tolak dalam memandang 
hak dan kewajiban anak yang akan mempengaruhi pula kedudukannya di hadapan 
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hukum. Anak merupakan amanah dan karunia tuhan Yang Maha Esa yang 
memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat 
dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama 
perlindungan hukum dalam sistem peradilan. 
Menurut Retnowulan Sutinto, perlindungan anak merupakan bagian dari 
pembangunan Nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, dan 
membangun manusia seutuh mungkin. Hal ini tercermin pada hakekat 
pembangunan nasional yaitu membangun manusia Indonesia seutuhnya yang 
berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan 
memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak 
akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu 
penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional.
1
 
Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda, anak 
berperan sangat strategis sebagai generasi penerus suatu bangsa. Undang-undang 
Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas  Undang-undang Nomor 23 tahun 
2002 Tentang perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak 
anak agar anak dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal 
sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Undang-undang itu juga bertujuan 
melindungi anak agar mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, 
demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, sehat, cerdas, berakhlak mulia 
dan sejahtera sebgaimana yang tercantum dalam pasal 4 Undang-undang No. 35 
Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.  
Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan 
kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak seperti 
pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya, karena tindak pidana yang 
                                                             
1
Romli atmasasmita, Peradilan Anak Di Indonesia (bandung: mandar maju, 1997), h. 166 
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dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun 
terpengaruh tindakan negatif dari orang dewasa atau orang disekitarnya. 
Penerapan hukuman Pidana yang berdasarkan Kitab Undang – Undang 
Hukum Pidana (KUHP) tidak sepenuhnya dapat mendidik anak menjadi lebih 
baik, melainkan dapat memperburuk kondisi serta dapat meningkatkan tingkat 
kejahatan anak. Hal ini disebabkan karena paradigma aparat penegak hukum yang 
mengganggap anak tersebut sebagai anak nakal dan bukan sebagai korban 
melainkan semata-mata sebagai pelaku tindak pidana.  
Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sangat 
diperlukan, mengingat anak yang berhadapan dengan hukum berada pada situasi 
dan kondisi diluar kemampuan mental dan psikisnya serta dalam proses 
pemeriksaan pada tahap penyidikan, penyidik hanya melihat kepentingan proses 
hukum tanpa memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan anak. Untuk itu harus 
mendapat perlindungan hukum, mengingat mereka sangat peka terhadap berbagai 
ancaman gangguan mental, fisik dan sosial. 
Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana 
anak, telah mencantumkan suatu konsep dalam penyelesaian perkara pidana anak 
yaitu konsep Restorative justice. Konsep ini dilakukan dalam penyelesaian tindak 
pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain 
yng terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan 
menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, 
(pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan 
pidana anak). Selain itu, di dalam Undang-undang ini juga menegaskan bahwa 
konsep Restorative justice wajib diutamkan dalam hal sistem peradilan pidana 
anak yang meliputi: 
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1. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perUndang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam 
dalam Undang-undang sistem peradilan pidana anak 
2. Persidangan anak  yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan 
umum; dan 
3. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama 
proses pelaksanaan pidana atau tindakan setelah menjalani pidana.
2
 
Terkait  dengan konsep Restorative justice di dalam ajaran Islam terdapat 
ketentuan tentang perdamaian(ishlah) yang di dalamnya mengandung nilai-nilai 
keadilan Restorative. Kata ishlah banyak ditemukan dalam Al-qur’an, yang 
mengacu bukan hanya pada sikap rohania belaka, tetapi juga pada tindakan 
realistis untuk rekonsiliasi demi kemaslahatan umum. Melalui sarana ishlah, 
pihak-pihak yang berkepentingan dipertemukan untuk rukun kembali. Adapun 
dasar terwujudnya ishlah adalah memberi maaf. Hal ini antara lain juga dapat 
dilihat dalam lembaga hukum diyat (permaafan dan dan pembayaran ganti rugi) 
yang terkait dengan Qishash.
3
 QS Al-Baqarah/2: 178 menegaskan bahwa: 
                         
                         
                           
                
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan 
dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, 
hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang 
mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah mengikuti dengan cara 
                                                             
2
Republik Indonesia , “Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sitem 
Peradilan Pidana Anak,”bab I, Pasal 5 ayat (2). 
3
Bambang Waluyo, Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice (Jakarta: Rajawali 
Pers, 2016), h. 30-31 
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yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) mebayar (diat) kepada yang 
memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu 
keringanan dari tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui 
batas sesudah itu maka baginya siksa yang sangat pedih.
4
 
Restorative justice merupakan upaya untuk mendukung dan melaksanakan 
ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 35 
Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa Penangkapan 
penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan 
hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. 
Restorative justice memberikan penegasan bahwa anak yang berkonflik 
dengan hukum bukan untuk dihukum melainkan harus dibimbing dan dibina agar 
dapat menjadi anak yang lebih baik, karena tujuan utama dari Restorative justice 
adalah pemulihan atau mengembalikan kepada kondisi semula dan memberikan 
kesempatan kepada anak untuk mempertanggung jawabkan atas apa yang telah ia 
lakukan. Untuk menerapkan Restorative justice perlu adanya kebijakan dari pihak 
kepolisian sebagai penegak hukum untuk menggunakan kewenangan diskresi 
dalam menilai sebuah perkara anak yang masuk apakah dapat dilanjutkan ataukah 
dihentikan. 
Berdasarkan data awal yang penulis peroleh dari website resmi Pengdilan 
Negeri Makassar, didapatkan data bahwa sejak bulan januari tahun 2016 sampai 
dengan bulan oktober tahun 2016 terdapat 253 anak yang berhadapan dengan 
hukum dengan berbagai macam tindak pidana. Yang jika digambarkan dalam 
bentuk tabel maka akan tergambar sebagai berikut: 
 
 
                                                             
4
Al-Qur’an dan Terjemahannya, Kementerian Agama Republik Indonesia (Kudus: 
Menara Kudus, 2009), h. 27. 
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Tabel 1.1 data perkara tindak pidana oleh anak di wilayah hukum 
Pengadilan Negeri Makassar tahun 2016 
NO Tindak Pidana Jumlah Kasus 
1 pencurian  168 
2 Narkotika 34 
3 Tindak pidana senjata api atau benda tajam  29 
5 Kejahatan terhadap ketertiban umum  9 
6 perjudian  4 
7 Kejahatan terhadap nyawa  3 
8 penganiayaan 3 
9 Kejahatan terhadap kesusilaan  2 
11 Pemerasan dan pengancaman 1 
Total 253 
Sumber: data Pengadilan Negeri Makassar 
Dari data tersebut, dengan menujukkan banyaknya perkara anak yang 
berhadapan dengan hukum yang telah teregistrasi di Pengadilan Negeri Makassar. 
Mengindikasikan bahwa anak pelaku tindak pidana tetap di proses secara formal 
dan telah melalui tahap penyidikan dan pemeriksaan berkas di kejaksaan. Dan 
karena berkasnya dianggap telah lengkap maka dilimpahkanlah ke pengadilan 
Negeri untuk selanjutnya diperiksa hakim Pengadilan Negeri Makassar. 
Selain daripada itu, berdasarkan data lembaga pemasyarakatan kelas 1 
Kota Makassar. bahwa sampai pada bulan oktober tahun 2016 terdapat 65 tahanan 
anak yang berarti bahwa anak-anak tersebut sedang dalam masa penahanan dalam 
hal ini penahanan oleh penyidik, penuntut umum ataupun penahanan oleh hakim 
pengadilan Negeri. Dan juga terdapat 12 orang anak yang berstatus sebagai 
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narapidana yang berarti bahwa anak-anak tersebut telah dijatuhi putusan bersalah 
melakukan tindak pidana oleh majelis hakim. 
Berdasarkan uraian tersebut, maka dilakukan suatu kajian dalam bentuk 
penelitian tentang hal-hal yang menyebabkan banyaknya anak di bawah umur 
pelaku tindak pidana diproses secara formal dalam penyelesaian perkaranya. 
Sedangkan Undang-undang perlindungan anak mengamanatkan bahwa 
penangkapan dan penahanan anak hanya dilakukan sebagai upaya terakhir serta 
mengutamakan pendekatan Restorative justice. 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Skripsi ini berjudul “penerpan konsep Restorative justice dalam 
penyelesain tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Kota 
Makassar”. Untuk memberikan arah yang tepat terhadap masalah yang dibahas, 
maka akan diuraikan pengertian kata-kata yang berkaitan dengan judul skripsi ini 
sebagai berikut: 
1. Tindak pidana 
Yang dimaksud dengan tindak pidana dalam skripsi ini adalah segala 
perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang 
mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh 
Undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. 
2. Anak dibawah umur 
Anak di bawah umur yang dimaksud dalam skripsi ini adalah seseorang 
yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih 
dalam kandungan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) 
Undang-undang Nomor 35 tahun 2104 tentang perubahan atas Undang-




3. Konsep Restorative justice 
penyelesain perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, 
keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama 
mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali 
pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pernyataan dalam latar belakang masalah tersebut, maka 
penulis merumuskan masalah yang akan diteliti dalam beberapa rumusan: 
1. Faktor apakah yang melatarbelakangi sehingga anak melakukan tindak pidana 
di wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar? 
2. Apakah yang mendasari penerapan konsep Restorative justice dalam 
penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar? 
3. Bagaimanakah pelaksanaan diskresi kepolisian dalam menerapkan konsep 
Restorative justice pada kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kota 
Makassar? 
D. Kajian Pustaka 
Dalam penyusunan skripsi dibutuhkan berbagai dukungan teori dari 
berbagai sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan rencana 
penelitian. Sebelum melakukan penelitian, penulis telah melakukan kajian 
terhadap karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan ini. Adapun 
penelitian yang memiliki relevansi dengan judul penulis, sebagai berikut: 
1. Bambang Waluyo dalam bukunya desain fungsi kejaksaan pada Restorative 
justice, buku ini pada pokoknya menjelaskan mengenai penyelesaian perkara 
pidana di luar Pengadilan secara umum dan konsep Restorative justice secara 
khusus mulai dari pembahasan terkait dengan perwujudan supremasi hukum 
melalui Restorative justice sampai dengan kendala-kendala yang dialami dalam 
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pengimplementasian konsep Restorative justice. Dan di dalam buku ini 
terdapat beberapa hal yang belum dibahas terkait konsep Restorative justice 
dan yang nantinya akan dibahas oleh penulis dalam skripsi ini seperti arti 
penting diberlakukannya konsep Restorative justice. 
2. R. Wiyono dalam bukunya sistem peradilan pidana anak di Indonesia, buku ini 
berisikan analisis yuridis dari ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 
2012 yang meliputi pengertian, sistem peradilan pidana anak, instrument 
internasional tentang perlindungan hukum anak, keadilan restorative, diversi, 
hukum acara peradilan anak, ketentuan pidana dan sanksi. 
3. I Made Wahyu Chandra Satriana, Program study Ilmu Hukum program 
pascasarjana Universitas Udayana dalam jurnalnya yang berjudul kebijakan 
formulasi keadilan restorative dalam sistem peradilan pidana anak, Jurnal ini 
berisikan analisis terkait ide dasar yang terdapat dalam keadilan restorative 
kaitannya dengan anak yang berhadapan dengan hukum. 
4. M. Taufik Makarao dalam jurnalnya yang  berjudul Pengkajian hukum tentang 
penerapan Restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana yang 
dilakukan oleh anak-anak, jurnal ini berisikan tentang hukum positif yang 
terkait dengan anak, aspek historis doktrin Restorative justice dan tinjauan 
diversi dalam peradilan anak. 
E. Tujuan dan Kegunaan 
1. Tujuan penelitian. 
Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan 
yang ingin dicapai sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi anak melakukan tindak 
pidana khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar. 
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b. Untuk mengetahui hal yang mendasari penerapan konsep Restorative justice 
dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar 
c. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan diskresi kepolisian dalam menerapan 
konsep Restorative justice pada kasus tindak pidana oleh anak di Kota 
Makassar 
2. Kegunaan penelitian. 
Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi 
tentang pemahaman kepada setiap lapisan masyarakat baik itu masyarakat 
biasa maupun para penegak hukum terkait penerapan konsep Restorative 
justice terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur. 
Adapun secara detail kegunaan tersebut diantaranya sebagai berikut: 
a. Dapat menambah dan memperluas wawasan pembaca dibidang ilmu 
pengetahuan khususnya di bidang penegakan hukum dan penyelesaian perkara 
pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur. 
b. Dapat menjadi referensi bagi pembaca dalam melihat sejauh mana konsep 
Restorative justice dapat memberikan pengaruh dalam penyelesaian perkara 
pidana oleh anak di bawah umur. 
c. Dapat memberikan informasi baru kepada masyarakat tentang konsep 







A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur 
1. Pengertian anak. 
a. Menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak 
Pasal 1 angka 1 menyatakan bahawa “anak adalah seseorang yang 
belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam 
kandungan”. Dari pengertian anak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 
angka 1 Undang-undang tersebut dapat diketahui bahwa seseorang dapat 
disebut anak jika memenuhi syarat sebagai berikut:
1
 
1) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun; 
Frasa “Belum berusia 18 (delapan belas) tahun” dalam pasal 1 angka 1 
Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-
undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sama dengan frasa 
“dibawah umur 18 (delapan belas) dalam pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak 
anak yang telah diratifikasi dengan UU Nomor 5 tahun 1998. 
2) Termasuk anak yang masih dalam kandungan. 
Untuk memberikan arti dari frasa “Termasuk anak yang masih dalam 
kandungan” dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 
tentang perlindungan anak agar dikaitkan dengan pasal 2 KUH Perdata yang 
menyatakan bahwa “anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, 
dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak 
menghendakinya” 
 
                                                             
1





b. Menurut Konvensi  Hak-Hak anak 
Pasal 1 konvensi Hak-hak anak menyatakan bahwa “untuk tujuan-
tujuan konvensi ini maka, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur 
18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut Undang-undang yang berlaku pada 
anak, kedewasaan dicapai lebih awal”. 
Konvensi Hak-hak anak (Convention On The Rights of the Child), 
Resolusi Nomor 109 tahun 1990 yang diratifikasi dengan keputusan presiden 
RI Nomor 36 tahun 1990 dan dijadikan salah satu pertimbangan dibentuknya 
Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.  
c. Menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem perdilan pidana 
anak 
Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem perdilan pidana 
anak adalah sistem mengenai proses penyelesaian perkara anak yang 
berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum menurut 
pasal 1 angka 2  Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 adalah terdiri atas:
2
 
1) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah  
anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 
(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 1 angka 
3); 
2) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak 
korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang 
mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang 
disebabkan oleh tindak pidana (pasal 1 angka 4); 
3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi 
adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat 
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Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012  tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak, bab I, angka 3-5. 
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memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan 
pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang 
didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri (pasal 1 angka 5) 
2. Perlindungan hukum terhadap anak. 
Arti Perlindungana anak dalam Undang-undang perlindungan anak 
adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya 
agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal 
sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan 
dari kekerasan dan diskriminasi.
3
 
Dengan demikian pada dasarnya anak harus  dilindungi karena anak 
mempunyai ketergantungan yang sangat tinggi terhadap seluruh penyelenggara 
perlindungan anak yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan 
Negara. Tentu semua mempunyai peran dan fungsinya yang berbeda dimana 
secara keseluruhan, satu sama lain saling terkait di bawah pengertian 
perlindungan sebagai payungnya. 
Di dalam Undang-undang perlindungan anak juga mengatur mengenai 
adanya perlindungan khusus  yang diberikan kepada: 
a. Anak dalam situasi darurat, yaitu anak yang menjadi pengungsi, korban 
kerusuhan, korban bencana alam dan anak dalam situasi konflik bersenjata; 
b. Anak yang berhadapan dengan hukum; 
c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; 
d. Anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan atau seksual; 
e. Anak yang diperdagangkan; 
f. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, 
dan zat adiktif lainnya; 
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Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, 
bab I, pasal 1,  angka 3. 
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g. Anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan; 
h. Anak korban kekerasan fisik maupun mental; 
i. Anak yang menyandang cacat 
j. Anak korban perlakuan salah dan pelantaran.4 
3. Hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. 
Hak anak secara umum menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 
tentang perlindungan anak adalah bahwa setiap anak berhak 1)Hidup, tumbuh, 
berkembang dan berpartisipasi, 2)mendapatkan nama, 3)beribadah menurut 
agama dan berekspresi, 4)memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, 
5)mengetahui dan diasuh oleh orangtuanya, 6)pendidikan dan pengajaran, 
7)menyatakan dan didengar pendapatnya, 8)beristirahat dan memanfaatkan 
waktu luang, 9)memperoleh perlindungan dari perlakuan diskriminasi, 
eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan fisik dan psikis, penganiayaan, 
ketidakadilan, 10)memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam 
kegiatan politik, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, peristiwa yang 
mengandung unsur kekerasan dan peperangan, 11)hak kebebasan sesuai 
hukum, 12)penangkapan, penahanan, penjara, anak dilakukan bila sesuai 
hukum dan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir.
5
 
Sedangkan hak anak yang berhadapan dengan hukum menurut pasal (3) 
dan (4) Undang-undang nomor 11 tahun 2012 diantaranya adalah: 
a. Anak yang sedang dalam proses peradilan pidana 
1) Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai 
dengan umurnya; 
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Ahmad Irawan, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang 
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2) Dipisahkan dari orang dewasa; 
3) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; 
4) Melakukan kegiatan rekreasional; 
5) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam,  tidak 
manusiawi, serta merendahkan derajat martabatnya; 
6) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; 
7) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan 
dalam waktu paling sigkat; 
8) Memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak 
memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; 
9) Tidak dipublikasikan identitasnya; 
10) Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh 
anak; 
11) Memperoleh advokasi sosial; 
12) Memperoleh kehidupan pribadi; 
13) Memperoleh aksesbilitas, terutama bagi anak cacat; 
14) Memperoleh pendidikan; 
15) Memperoleh pelayanan kesehatan; dan 
16) Memperoleh hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.6 
b. Anak yang sedang menjalani masa pidana 
1) Mendapat pengurangan masa pidana; 
2) Memperoleh asimilasi; 
3) Memperoleh cuti mengunjungi keluarga; 
4) Memperoleh pembebasan bersyarat; 
5) Memperoleh cuti menjelang bebas; 
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Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak, bab I, pasal 3. 
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6) Memperoleh cuti bersyarat; dan 




B. Tinjauan Terhadap Tindak Pidana 
1. Pengertian tindak pidana. 
Tindak pidana adalah perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat di 
kenakan hukuman atau sanksi pidana.
8
 Namun hukum pidana belanda memakai 
istilah strafbaar feit, kadang-kadang juga delict yang berasal dari bahasa latin 
Delictum. Dan oleh karena Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP) 




Adanya ancaman sanksi pidana terhadap perbuatan kejahatan atau 
pidana adalah sebagai konsekuensi dari suatu perbuatan  yang dianggap 
merugikan masyarakat dan yang harus dihindari, menurut maksud dari tatanan 
hukum. Perbuatan yang merugikan inilah yang disebut delik, suatu istilah yang 
dipahami berdasarkan pengertiannya yang paling luas. Jika kita bermaksud 
mendefinisikan konsep delik susuai dengan asas-asas teori hukum murni, maka 
maksud dari tatanan hukum atau tujuan pembentukan Undang-undang hanya 
bisa masuk ke dalam defenisi bila maksud dan tujuan tersebut dinyatakan 
dalam isi yang dihasilkan dari prosedur pembuatan hukum, maksud dan tujuan 
tersebut diwujudkan dalam isi dari tatanan hukum itu sendiri. Kalau tidak, 
maka konsep delik tidak akan berupa konsep hukum. Ditinjau dari sudut 
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Perbuatan manusia tertentu dinyatakan sebagai delik karena tatanan 
hukum meletakkan suatu sanksi sebagai konsekuensi dari perbuatan yang 
merupakan kondisi ini. Asumsi umum yang mengatakan bahwa suatu 
perbuatan tertentu menghasilkan sebuah sanksi karena merupakan delik, hal itu 
kurang tepat. Yang tepat adalah perbuatan tertentu merupakan delik karena 
perbuatan tersebut membawakan suatu sanksi. Sejalan dengan pemaparan 
tersebut beberapa ahli berpendapat tentang arti dari tindak pidana: 
a. Simons: suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh 
Undang-undang hukum pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan 
dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.
11
 
b. Pompe: pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang 
dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang 
pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu 
demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum. 
c. E.Utrecht: Pengertian Tindak Pidana dengan isilah peristiwa pidana yang 
sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (handelen atau 
doen positif) atau suatu melalaikan (natalen-negatif), maupun akibatnya 
(keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). 
d. Moeljatno: berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, 
terhadap siapa saja yg melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus 
juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang 
dicita-citakan oleh masyarakat. 
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e. Van Hmamel juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari simons, 
tetapi menambahkan adanya “sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat 
dihukum”. Jadi, pengertian tindak pidana menurut Van Hamael meliputi lima 
unsur, sebagai berikut : 
1) Diancam dengan pidana oleh hukum; 
2) Bertentangan dengan hukum; 
3) Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (schuld); 
4) Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya; 
5) Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum.12 
2. Unsur-Unsur Tindak pidana 
a. Unsur objektif 
Yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan 
akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Yang dijadikan 
titik utama dari pengertian objektif adalah tindakannya. 
b. Unsur Subjektif 
Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh Undang-




Dilihat dari unsur-unsur tersebut, maka suatu perbuatan yang dilakukan 
oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai 
peristiwa pidana. Syarat-syarat yang harus dipenuhi  sebagai suatu peristiwa 
pidana ialah sebagai berikut: 
1) Harus ada suatu perbuatan, maksudnya adalah memang benar ada suatu 
perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Perbuatan 
                                                             
12Sugiarto, “Pengertian Tindak Pidana”http://artonang.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-
tindak-pidana-unsur-unsur.html (03 desember 2016). 
13
Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, h. 7.   
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tersebut  merupakan suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh 
orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa. 
2) Perbuatan tersebut harus sesuai dengan apa yang dilukiskan atau dijelaskan 
dalam ketentuan hukum. 
3) Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. 
Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa 
orang itu dapat dibuktikan sebagai sebagai suatu perbuatan yang disalahkan 
oleh ketentuan hukum. 
4) Harus berlawanan dengan hukum. Artinya, suatu perbuatan yang 
berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata 
bertentangan dengan aturan hukum. 
5) Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya adalah perbuatan tersebut 
memiliki ancaman hukuman karena tanpa adanya ancaman hukuman maka 
pelaku perbuatan tersebut tidak perlu mendapatkan hukumannya. 
Contohnya adalah perbuatan mencuri dalam pasal 362 KUHP yang 
memiliki ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana 
denda paling banyak sembilan ratus rupiah.
14
 
3. Jenis-Jenis perbuatan yang termasuk tindak pidana 
a. Tindak Pidana Umum 
Tindak Pidana Umum merupakan keseluruhan tindak pidana yang 
termasuk dan diatur dalam KUHP dan belum diatur secara tersendiri dalam 
Undang-undang khusus, seperti Makar, ejahatan terhadap martabat presiden 
dan wakil presiden, kejahatan terhadap negara sahabat dan terhadap kepala 
negara sahabat dan wakilnya, kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan 
hak kenegaraan, kejahatan terhadap ketertiban umum, perkelahian tanding, 
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kejahatan yang membhayakan keamanan umum bagi orang atau barang, 
kejahatan terhadap penguasa umum, pemalsuan, kejahatan terhadap asal-usul 
perkawinan, kejahatan kesusilaan (Pemerkosaan, Pelecehan seksual dan 
pencabulan), meninggalkan orang yang perlu ditolong, penghinaan, membuka 
rahasia, kejahatan terhadap kemerdekaan orang, pembunuhan, penganiayaan, 
menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan, pencurian, penggelapan, 
penipuan, perbuatan merugikan pemihutang atau orang yang berhak, 
penghancuran atau Perusakan barang, kejahatan jabatan, kejahatan pelayaran, 
kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan, 




b. Pidana Khusus 
Tindak Pidana Khusus merupakan tindak pidana yang pengaturannya 
berada diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan telah diatur secara 
khusus pada Undang-undang Khusus, diantaranya adalah : 
1) Tindak pidana Narkotika/Psikotropika (Undang-undang Nomor 35 Tahun 
2009 tentang Narkotika). 
2) Tindak pidana Korupsi (UU No.31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2011 
tentang Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Pemberantasan Korupsi). 
3) Tindak pidana pencucian uang (UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan 
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang). 
4) Tindak pidana lingkungan (UU No.32 Tahun 2009 tentang Lingkungan 
Hidup). 
5) Kejahatan HAM (UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia) 
6) Tindak pidana fiscal (UU tentang Perpajakan). 
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7) Tindak pidana ekonomi ( UU Darurat nomor 7 tahun 1955 tentang 
Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan tindak pidana ekonomi).
16
 
C. Konsep Restorative Justice 
1. Pengertian konsep restorative justice. 
Istilah “Restorative justice” diciptakan oleh seorang psikolog Albert 
Eglash pada tahun 1977, dalam tulisannya tentang ganti rugi (reparation). 
Keadilan restoratif ini sangat peduli dengan usaha membangun kembali 
hubungan-hubungan setelah terjadinya tindak pidana, tidak sekedar 
memperbaiki hubungan antara pelaku dan masyarakat. Keadilan restoratif 




Keadilan restoratif tidak semata-mata  menerapkan keputusan  tentang 
siapa yang menang dan siapa yang kalah  dalam sistem peradilan pidana yang 
bersifat permusuhan/perlawanan (adversarial system), proses keadilan 
restoratif mencari  suatu fasilitas dialog antara  segala pihak yang terdampak 
oleh kejahatan termasuk korban, pelaku, para pendukungnya, dan masyarakat 
secara keseluruhan. Hal ini melibatkan  suatu proses  dimana semua pihak yang 
berisiko dalam kejahatan tertentu secara bersama-sama berusaha untuk 
menyelesaikan  secara kolektif bagaimana menangani setelah terjadinya 
kejahatan dan  implikasinya di masa depan. 
Menurut Achmad Ali salah satu implementasi dari prinsip Restorative 
justice adalah penyelesaian kasus rekonsiliasi yang telah diterapkan di Afrika 
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Hukum Prodeo. http://www.hukumprodeo.com/jenis-jenis-perbuatan-yang-termasuk-tindak-
pidana/ (03 september 2016) 
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Selatan dan diikuti sejumlah negara lain, seperti Indonesia dan Timor Leste.
18
 
Untuk lebih memahami teori Restorative justice, maka terlebih dahulu akan 
dikemukakan beberapa deskripsi tentang istilah, pengertian dan konsep 
Restorative justice. Istilah Restorative justice juga didefinisikan dengan 
berbagai rumusan oleh para ahli. Beragamnya definisi Restorative justice, 
dikarenakan banyaknya model dan bentuk yang berkembang dalam 
penerapannya. Beragamnya definisi Restorative justice juga memperbanyak 
terminologi yang digunakan untuk menggambarkan aliran keadilan restorasi. 
Beberapa istilah tersebut, antara lain: communitarian  justice (keadilan 
komunitarian); positive justice (keadilan positif); relasional justice (keadilan 




Menurut Jeff Christian Restorative justice adalah sebuah penanganan 
tindak pidana yang tidak hanya dilihat dari kacamata hukum pidana, tetapi juga 
dikaitkan dengan aspek moral , sosial , ekonomi, agama,dan adat istiadat lokal, 
serta berbagai pertimbanga lainnya.
20
 
Secara formal di dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang 
pengadilan anak tidak atau belum disebutkan berlakunya keadilan restoratif, 
tetapi di dalam praktik sudah dilaksanakan, yaitu dengan adanya penyelesaian 
perkara secara kekeluargaan. Baru secara formil di dalam Undang-undang 
nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak disebutkan 
berlakunnya keadilan restoratif (pasal 1 angka 6, pasal 5 ayat (1) jo. Ayat (3)). 
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 memperingatkan bahwa keadilan restoratif adalah 
terjemahan dari Restorative justice membingunkan, karena ada kemungkinan 
misleading:mengira Restorative justice adalah suatu jenis keadilan seperti 
berbagai ajaran keadilan (attributive justice, distributive justice, social justice 
dan lain-lain). Memang Restorative justice sebagai konsep pemidanaan 
bermaksud menemukan jalan untuk menegakkan sistem pemidanaan yang lebih 
adil dan berimbang. Misalnya antara kepentingan pelaku dan korban. Akan 
tetapi Restorative justice tidak hanya merumuskan tujuan pemidanaan. Tidak 
kalah pentingnya adalah mekanisme mencapai tujuan. 
Secara konseptual restoratif berisi gagasan dan prinsip antara lain 
berikut ini: 
a. Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, serta kelompok 
masyarakat untuk menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. 
Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai stakeholder yang 
bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang 
dipandang adil bagi semua pihak (win win solution). 
b. Mendorong pelaku bertanggung jawab terhadap korban atau peristiwa atau 
tindak pidana yang telah menimbulkan cedera atau kerugian terhadap korban. 
Selanjutnya membangun tanggung jawab untuk tidak mengulang lagi 
perbuatan pidana yang pernah dilakukannya. 
c. Menempatkan peristiwa atau tindak pidana tidak terutama sebagai suatu bentuk 
pelanggaran hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh seseorang 
(sekelompok orang) terhadap seseorang (sekelompok orang). Dengan 
demikian, sudah semestinya pelaku diarahkan pada pertanggungjawaban 
terhadap korban, bukan mengutamakan pertanggungjawaban hukum. 
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d. Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana  dengan cara-
cara yang lebih informal dan personal daripada penyelesaian dengan cara-cara 
yang formal (kaku) dan impersonal.
22
 
Dalam penanganan perkara anak, pasal 5 ayat (1) UU No. 11 tahun 
2012, menentukan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan 
pendekatan kedilan restoratif. Dengan dipergunakannya frasa “sistem peradilan 
pidana anak” dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 11 tahun 2012 tersebut, sistem 
peradilan pidana anak tidak hanya ditujukan kepada hakim saja, tetapi juga 
ditujukan kepada penyidik, penuntut umum dan lembaga pemasyarakatan.
23
 
2. Aspek historis doktrin restorative justice. 
a. Hukum pidana dan perubahan sosial  
1. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana 
merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. 
Adapula yang menyebutnya sebagai “older philosophy of crime control”. 
Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, ada yang mempermasalahkan 




2. H.L. Packer: pidana merupakan peninggalan kebiadaban kita masa lalu (a 
vestige of our savage past)
25
 yang seharusnya dihindari.  
3. M. Cherif Bassiouni: sejarah hukum pidana penuh dengan gambaran-
gambaran perlakuan yang oleh ukuran-ukuran sekarang dipandang kejam 
dan melampaui batas. Gerakan pembaharuan pidana di Eropa Kontinental 
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4. Smith dan Hogan: teori retributif tentang pemidanaan merupakan “a relic of 
Barbarism”.27 
5. Paham Determinisme: manusia tidak mempunyai kehendak bebas dalam 
melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, 
faktor-faktor biologis maupun lingkungan kemasyarakatan oleh karena itu 
pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak 
dapat dikenakan pidana melainkan diperlukan tindakan-tindakan perawatan 
yang bertujuan memperbaiki. Sebaliknya hukum pidana menganut 
indeterminisme yang pada dasarnya berpendapat, bahwa manusia 
mempunyai kehendak bebas dan ini merupakan sebab dari segala keputusan 
kehendak. Tanpa ada kebebasan berkehendak maka tidak ada kesalahan. 




6. Alf Ross: pandangan determinisme melahirkan gerakan modern mengenai 
kampanye anti pemidanaan (the campaign against punishment) dengan 
slogan yang terkenal “the strugle against punishment” atau “abolition 
punishmen” yang menurut kinberg bahwa kejahatan pada umumnya 
merupakan perwujudan daripada ketidak-normalan atau ketidak-matangan 
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7. Karel Menninger: perlu diadakan pergeseran dari sikap memidana (punitive 
attitude) kearah sikap mengobati (therapeutic attitude).
30
 
8. F. gramatica: hukum perlindungan sosial harus menggantikan hukum pidana 
yang ada sekarang dan mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan 
bukan pemidanaan terhadap perbuatan. Hukum perlindungan sosial 
mengisyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana dan digantikan 
tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial.
31
 
Berdasarkan pada kritikan-kritikan terhadap keberadaan hukum pidana 
tersebut di atas, maka diperlukan perubahan dan pembaharuan menuju kearah 
kesejahteraan masyarakat khususnya kesejahteraan anak. 
b. Kegagalan Sistem peradilan pidana (SPP) 
Salah satu jenis sanksi pidana adalah pidana pencabutan kemerdekaan 
yang popular disebut dengan pidana penjara dan pidana kurungan. Penerapan 
sanksi pidana pencabutan kemerdekaan mengandung lebih banyak aspek-aspek 
negatif daripada aspek-aspek positifnya. Hal ini terbukti bahwa penjatuhan 
pidana pencabutan kemerdekaan menimbulkan hal-hal negatif sebagai berikut: 
1) Dehumanisasi pelaku tindak pidana: 
a) Tujuan pidana penjara, pertama adalah menjamin pengamanan narapidana dan 
kedua adalah memberikan kesempatan-kesempatan kepada narapidana untuk 
direhabilitasi. 
b) Hakekat dari fungsi penjara tersebut di atas sering kali mengakibatkan 
dehumanisasi pelaku tindak pidana dan pada akhirnya menimbulkan kerugian 
bagi narapidana yang terlalu lama di dalam lembaga, berupa ketidak-mampuan 
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2) Prisonisasi Narapidana 
Proses Prisonisasi narapidana dimulai ketika narapidana masuk dalam 
lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan berisi kehidupan penjara 
sebagai suatu sistem sosial informal yang disebut sebgai sub kultur narapidana. 
Sub kultur narapidana ini mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan 
individual narapidana, khususnya proses sosialisasi narapidana tersebut 
kedalam masyarakat  narapidana yang oleh Clemmer disebut sebagai 
Prisonisasi. Dalam proses Prisonisasi narapidana baru harus membiasakan diri 
terhadap aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat narapidana. 
Disamping itu ia harus mempelajari kepercayaan, prilaku-prilaku dari 
masyarakat tersebut, yang pada akhirnya menimbulkan mental penjahat.
33
 
3) A place of contamination 
Menurut Bernes dan Teeters bahwa penjara telah tumbuh menjadi 
tempat pencemaran yang justru harus dihindari. Di dalam penjara, penjahat 
kebetulan, pendatang baru, dirusak melalui pergaulannya dengan penjahat-
penjahat kronis. Bahkan personil yang paling baikpun telah gagal untuk 
menghilangkan keburukan yang sangat besar dari penjara ini.
34
 
4) Pidana berjangka pendek 
Pidana berjangka pendek akan sangat merugikan di dalam pembinaan 
sebab disamping kemungkinan hubungan-hubungan yang tidak dikehendaki, 
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Kerugian lain yang sangat dirasakan dari penerapan pidana penjara 
adalah terjadinya stigmatisasi. Menurut Hoefnagels, stigma terjadi bilamana 
identitas seseorang terganggu atau rusak disebabkan oleh pandangan 
masyarakat sekitar terhadapnya. Secara psikologis stigmatisasi menimbulkan 
kerugian besar bagi pelaku tindak pidana, karena dengan demikian publik 
mengetahui bahwa ia seorang penjahat, dengan segala akibatnya.
36
  
Bersamaan dengan kegagalan sistem peradilan pidana yang didasari 
dinamika perubahan dan perkembangan hukum pidana timbul suatu paradigma 
penghukuman yang disebut Restorative Justice.  Dikatakan sebagai just peace 
ethics karena pendekatan terhadap kejahatan Restorative Justice bertujuan 
untuk memulihkan kerusakan akibat kejahatan, upaya ini dilakukan dengan 
mempertemukan korban, pelaku dan masyarakat. 
3. Model-model penerapan Restorative Justice 
Restorative Justice merupakan konsep penyelesaian perkara yang harus 
diimplikasikan melalui proses yang nyata. Penerapan prinsip-prinsip dan nilai-
nilai yang terkandung dalam pendekatan Restorative Justice dapat dilihat 
dalam berbagai model dan bentuk penyelesaian pidana di luar pengadilan yang 
selama ini dijalankan masyarakat. Proses Restorative Justice dapat dilakukan 
dalam beberapa mekanisme, tergantung situasi dan kondisi yang ada serta 
kebiasaan masyarakat setempat. Bahkan ada yang mengombinasikan satu 
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mekanisme denga mekanisme yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa 
model penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan Restorative Justice 
memiliki berbagai macam model dan nama mekanisme penyelesaian.
37
 
Walaupun memiliki berbagai macam model, penerapan Restorative 
Justice setidaknya harus memenuhi 3(tiga) hal berikut ini: pertama, 
mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki 
kerugian/kerusakan(identifying and taking steps to repapir harm); kedua, 
melibatkan semua pihak yang berkepentingan (involving all stakeholders); 
ketiga, transformasi dari pola dimana Negara dan masyarakat mengahadapi 
pelaku dengan pengenaan sanksi pidana menjadi pola hubungan kooperatif 
antara pelaku di satu sisi dengan masyarakat/korban dalam menyelesaikan 
masalah akibat kejahatan (transforming the tradisonal relationship between 
communities and theirs government in responding to crime). 
38
 
Stephenson, Giller dan Brown, membedakan 4 (empat) model 
penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan Restorative Justice, 
yaitu: victim offender mediation (mediasi panel), Restorative conference 
(converencing), family group conference (FGC), dan Community Panels 
Meetings (CPM).
39
 Dalam “explanatory memorandum” dari rekomendasi 
dewan Eropa Nomor R (99) 19 tentang “mediation and panel mediation”, 
dikemukakan 6 (enam) model mediasi panel, yaitu: informal mediation, 
tradisonal village or tribal moots, victim-offender mediation, reparation 
negotiation programmes, community panels or court, dan family and 
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 selain itu, juga masih banyak lagi model dan 
istilah yang digunakan, seperti Circles, restorative Board/youth panels dan 
lain-lain 
a. Victim-Offender Mediation (mediasi penal) 
Di dalam model ini, penerapan pendekatan Restorative Justice 
dilakukan dengan cara membentuk suatu forum yang mendorong pertemuan 
antara korban dan pelaku serta pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator 
yang netral dan imparsial. Dalam hal ini mediator bertindak sebagai 
koordinator dan fasilitator dalam suatu forum pertemuan yang bertugas 




Mediator dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau 
kombinasi, mediasi antara korban dan pelaku merupakan model yang paling 
sering ada dalam pikiran orang. Model ini memiliki banyak variasi dan dapat 
diadakan pada setiap tahapan proses, baik pada tahap kebijaksanaan polisi, 
tahap penuntutan, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan. Dalam 
penerapannya, model ini ada yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak 
pidana; ada yang khusus untuk anak; ada yang untuk tipe tindak pidana tertentu 
(misalnya pengutilan, perampokan dan tindak kekerasan). Ada yang terutama 
ditujukan pada pelaku  anak, pelaku pemula, namun ada juga untuk delik-delik 
berat, bahkan untuk residivis.
42
 
Victim-Offender Mediation dirancang untuk mencari kebutuhan-
kebutuhan yang menjadi prioritas korban, khususnya kebutuhan untuk didengar 
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keinginannya, mengenai: bentuk tanggung jawab yang harus dipikul pelaku; 
kebutuhan akan pengobatan atau pendampingan bagi korban; dan keinginan 
korban untuk didengarkan oleh pelaku, dampak dari tindak pidana yang 
dilakukan pelaku bagi kedua belah pihak serta diskusi tentang penanganan dan 
usaha perbaikan dari dampak yang diderita oleh keduanya. Pihak korban 
dilibatkan secara langsung untuk menyusun sebuah rencana ganti rugi yang 
harus ditanggung pelaku atas kehilangan dan kerugian yang diderita korban. 
Dalam pertemuan tersebut, pihak korban dapat menggambarkan 
pengalamannya berkaitan dengan tindak pidana yang dialami dan efek yang 
ditimbulkannya. Disisi lain pelaku juga dapat menjelaskan perbuatan pidana 
yang dilakukanna dengan latar belakang mengapa si pelaku melakukan tindak 
pidana tersebut. Pelaku dapat bertanggung jawab secara langsung atas 
kelakuannya, belajar mendapat akibat atas apa yang diperbuatnya dan untuk 




Selain dilakuakan secara langsung, mediasi juga dapat dilakukan secara 
tidak langsung (shuttle mediation). Adapun yang dimaksud dengan mediasi 
secara tidak langsung ialah antara korban dan pelaku tidak harus bertemu 
secara langsung dalam suatu forum. Mediator dimungkinkan memainkan 
peranan yang lebih, di mana ia dapat bertemu secara satu per satu dengan 
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b. Restorative conference (conferencing) 
Restorative conference atau conferencing merupakan model 
penyelesaian perkara pidana dengan menerapkan pendekatan Restorative 
Justice yang dikembangkan secara tradisional oleh suku maori di selandia baru. 
Penyelesain perkara dengan menggunakan model ini dilakukan dalam bentuk 
conferencing, di mana penyelesaian perkara tidak hanya melibatkan pelaku dan 
korban langsung (primary victim), tetapi juga melibatkan korban tidak 
langsung (secondary victim), seperti: keluarga, kawan dekat korban serta 
kerabat dari pelaku. 
Dalam model ini, fasilitator mengupayakan agar para pihak di luar 
korban dan pelaku turut berpartisispasi secara aktif. Akan tetapi mereka tidak 
boleh memainkan peranan, terkait dengan substansi materi yang didiskusikan 
antara kedua pihak utama itu. Beberapa model conferencing dilakukan secara 
tertulis di mana fasilitator yang mengungkapkan dan kemudian memipin proses 
ini. Model ini dilakukan tanpa suatu aturan dan panduan yang harus diikuti. 
Selain itu, model ini juga dapat dilakukan dengan cara disesuaikan dengan 
budaya, norma dan keinginan dari para pihak, termasuk didalamnya melibatkan 
aparatur penegak hukum. 
c. Family and community group conferences 
Model Family and community group conferences telah dikembangkan 
di Australia dan selandia baru. Model ini tidak hanya melibatkan korban dan 
pelaku tindak pidana, tetapi juga keluarga pelaku dan korban serta warga 





 Model ini dipergunakan dalam sistem peradilan 
pidana untuk pidana yang pelakunya adalah anak. 
Model Family and community group conferences merupakan 
pengembangan dari model conferencing. Bedanya, kalau dalam conferencing 
pihak yang dilibatkan hanya sebatas sampai korban tidak langsung, sedangkan 
dalam Family and community group conferences masyarakat juga dapat 
dilibatkan. Selain itu kalau dalam conferencing, dipergunakan untuk semua 
tindak pidana sedangkan dalam Family and community group conferences 
untuk tindak pidana yang pelakunya adalah anak.
46
 
Oleh karena model ini dipergunakan untuk tindak pidana yang 
pelakunya anak, maka focus penyelesaiannya model ini ialah pemberian 
pelajaran atau pendidikan bagi pelaku atas apa yang telah dilakukannya pada 
korban. Dalam sebuah conferencing, kedua belah pihak (korban dan pelaku) 
membuat sebuah action plan yang berasal dari informasi korban, pelaku dan 
kalangan professional. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan 
pencegahan agar suatu kesalahan tidak berulang lagi. 
d. Community panels meeting 
Model Community panels meeting merupakan program untuk 
membelokkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan  pada prosedur 
masyarakat yang lebih fleksibel dan informal, dan sering melibatkan unsure 
mediasi atau negosiasi. Model ini dilakukan melalui sebuah pertemuan yang 
dihadiri oleh tokoh masyarakat, pelaku, korban dan orangtua pelaku untuk 
mencapai sebuah kesepakatan mengenai perbaikan kesalahan. Dalam model 
ini, komunitas masing-masing pihak yang diwakili oleh tokoh masyarakat dari 
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masing-masing pihak, dilibatkan untuk merumuskan sebuah kesepakatan dalam 
rangka melakukan perbaikan atas kesalahan yang telah dilakukan pelaku.
47
 
e. Informal mediation 
Model ini biasanya dilaksanakan oleh personil sistem peradilan pidana 
dalam tugas normalnya. Dalam hal ini, pada umumnya dilakukan oleh jaksa 
dengan mengundang para pihak untuk melakukan penyelesaian informal 
dengan tujuan tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan. 
Selain itu model ini juga dapat dilakukan oleh pekerja sosial atau 
pejabat pengawas (probation officer), oleh pejabat polisi, atau oleh hakim. 
Model informal mediation sudah biasa dilakukan dalam seluruh sistem hukum, 
dan sering kali adanya perdamaian di antara para pihak dapat dijadikan sebagai 
alasan gugurnya hak mengajukan penuntutan atau dapat dijadikan alasan oleh 
hakim untuk menyatakan penuntutan perkara tersebut tidak dapat diterima.
48
 
f. Traditional village or tribal moots 
Model ini digunakan di beberapa Negara yang kurang maju dan 
wilayah-wilayah pedesaan/pedalaman. Menurut model ini, seluruh masyarakat 
bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan yang terjadi di antara warganya. 
Model ini lebih memilih keuntungan bagi msayarakat luas, sedangkan model 
informal mediation bertujuan menghalangi sengketa untuk kepentingan pelaku 
dan korban sehingga yang diundang oleh jaksa atau mediator lainnya adalah 
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Model ini diadopsi dari praktik Yukon, kanada, yang dilkaksanakan 
peratama kali pada tahun 1992. Model ini hampir sama dengan conferencing, 
yaitu dalam menyelesaikan perkara pidana, melibatkan para pihak yang 
terlibat, melputi: pelaku, korban, keluarga korban dan keluarga pelaku, dan 
pihak lain yang terlibat termasuk di dalamnya aparatur penegak hukum.
50
 
Perbedaannya ialah pihak yang dilibatkakn dalam conferencing hanya sampai 
secondary victim yang meliputi keluarga dan kawan dekat korban dan pelaku, 
sedangkan dalam Circles setiap anggota masyarakat yang merasa 
berkepentingan dengan perkara tersebut dapat datang dan ikut berpartisipasi. 
Hal ini berarti Circles hampir sama dengan community panels meeting, hanya 
saja Circles digunakan secara umum, sedangkan community panel meeting 
untuk tindak pidana yang pelakunya adalah anak sebagaimana yang menjadi 
pokok permasalahan dalam skripsi ini. 
Circles di sini didefinisikan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan 
dengan tindak pidana secara luas dan semua pihak yang berkepentingan 
tersebut duduk dalam sebuah lingkaran. Pelaku biasanya mendapatkan 
kesempatan pertama untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya dan mereka 
yang hadir dalam lingkaran diberi kesempatan untuk bicara. Diskusi 
selanjutnya berpindah dari satu peserta ke peserta yang lain dalam tata urutan 
lingkaran, dan setiap orang dapat mengutarakan keinginannya, hingga 
semuanya mendapatkan kesempatan mengutarakan perasaannya dan 
dicapainya sebuah resolusi. 
Tugas mediator dan fasilitator ialah memberikan penerapan agar 
masing-masing pihak mendapatkan pemahaman yang sama dan menjaga aturan 
main agar diskusi berajalan dengan kondusif. Diskusi berakhir apabila telah 
                                                             
50
Eva Achjani Zulfa dan KIndriyanto seno adji, pergeseran paradigm pemidanaan 
(Bandung: Lubuk agung, 2011), h. 91. 
36 
 
tercapai kesepakatan dan penyelesaian, baik itu berupa pemberian atau 
pembayaran restitusi atau ganti rugi; atau pemberian sanksi lainnya; atau dapat 
pula tanpa adanya sanksi; namun yang pasti harus ada pengampunan atau 
permaafan yang diberikan korban dan masyarakat kepada pelaku.
51
 
h. Reparative board/youth panel 
Model ini dilakukan dengan melibatkan lembaga pendamping yang 
akan membahas tentang perencanaan program-program yang tepat dari 
keadilan restorative yang juga melibatkan pelaku dan korban. Program ini 
mulai dilaksanakan di Negara bagian Vermont pada tahun 1996 dengan 
lembaga pendamping buereau of justice assistance. Mediator yang 
memfasilitasi pertemuan adalah orang-orang yang sudah diberi pendidikan 
khusus mediasi.  
Selain itu, dalam pertemuan tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari 
pengadilan. Selama pertemuan berlangsung, para peserta berdiskusi dengan 
pelaku tentang perbuatan negatifnya dan konsekuensi yang harus ditanggung 
oleh pelaku. Kemudian para peserta merancang sanksi yang didiskusikan 
dengan pelaku dalam jangka waktu tertentu untuk membuat perkiraan atas 
akibat tindak pidananya. Setelah program tersebut disepakati, selanjutnya 
keputusan yang dicapai hanya dilaporkan kepada pihak pengadilan untuk 
disahkan dan keterlibatan board menjadi berakhir. 
Di samping berbagai model di atas, sebenarnya masih banyak lagi 
bentuk dan model penerapan Restorative Justice, seperti: victim assistant 
(pendamping korban), ex-offender assistance (pendampingan mantan pelaku), 
restitution (ganti rugi), dan community service (layanan masyarakat). Selain 
itu, di amerika serikat dan kanada, juga berkembang model Restorative Justice, 
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yaitu (a) hak tahanan dan alternatif pemidanaan selain penjara, (b) pilihan 
penyelesaian sengketa, dan (c) advokasi.
52
 
Hak tahanan dan alternatif pemidanaan selain penjara: model ini 
memberikan hak kepada tahanan untuk mendapatkan alternatif pemidanaan 
selain pidana penjara guna menjamin seseorang agar dapat berkumpul dalam 
masyarakat. Selain itu, model ini juga dimaksudkan untuk mencegah 
meledaknya populasi penjara apabila semua perkara pidana diselesaikan 
dengan pemidanaan di penjara. 
Pilihan penyelesaian sengketa: penyelesaian perkara dengan model ini 
dilakukan melalui suatu upaya informal yang difokuskan pada upaya negosiasi 
di antara para pihak, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, serta 
mengurangi ketergantungan peran para professional hukum. 
Advokasi: model ini dilakukan dengan memberikan advokasi kepada 




4. Restorative justice sebagai tujuan pemidanaan. 
Untuk lebih mengetahui lebih dalam mengenai Restorative justice 
sebagai tujuan dari pemidanaan, maka pada sub bab ini pembahasan akan 
dibagi menjadi pemidanaan, jenis pemidanaan dan tujuan pemidanaan 
a. Pemidanaan 
Menurut Sudarto, menyatakan bahwa penghukuman berasal dari kata dasar 
hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menerapkan hukum atau memutuskan 
tentang hukumnya. Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya 
menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. 
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Selanjutnya beliau mengatakan bahwa istilah penghukuman dapat dipersempit 
artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim 
dengan pemidanaan atau pemberian/penjatuhan pidana oleh hakim.
54
 Menurut 
Barada Nawawi Arif, syarat pemidanaan ada dua yang fundamental yaitu asas 
legalitas dan kesalahan. Dengan perkataan lain bahwa pemidanaan sangat erat 




Andi Hamzah dalam bukunya menyatakan bahwa masalah penjatuhan 
pidana atau pemidanaan ini sangat penting dalam hukum pidana dan sistem 
peradilan pidana.
56
 Menurut Andi Hamzah “penjatuhan pidana atau pemidanaan 
merupakan konkretisasi atau realisasi peraturan pidana dalam Undang-undang 
yang merupakan sesuatu yang abstrak.”57 Andi Hamzah melanjutkan bahwa 
“hakim akan mempunyai keleluasaan luar biasa dalam memilih berapa lama 
pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tertentu dalam kasus 
konkreto.”58 
b. Jenis pemidanaan 
Pernyataan Andi Hamzah yang terakhir disebutkan kurang tepat, karena 
penjatuhan hukuman atau pemidanaan terkesan hanya pidana penjara, padahal 
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jenis pemidanaan masih ada yang lainnya. Jenis pemidanaan atau pidana menurut 
KUHP seperti dimaksud dalam pasal 10 dibagi dalam dua jenis yaitu:
59
 
1) Pidana pokok: 
a) Pidana mati; 
b) Pidana penjara; 
c) Pidana Kurungan; 
d) Pidana denda; 
e) Pidana tutupan. 
2) Pidana tambahan 
a) Pencabutan hak-hak tertentu; 
b) Perampasan barang-barang tertentu; 
c) Pengumuman putusan hakim.60 
Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, disamping jenis sanksi yang 




a) Penempatan di rumah sakit jiwa bagi orang yang tidak dapat dipertanggung 
jawabkan Karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena 
penyakit (lihat pasal 44 ayat (2) KUHP); 
b) Tentang tindakan terhadap anak. Muladi masih mengacu kepada KUHP karena 
pada waktu itu memang belum ada Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 
tentang peradilan anak yang mencabut pasal 45 KUHP, bahkan sekarang telah 
hadir Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana 
anak; 
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c) Menempatkan di tempat bekerja Negara bagi penganggur yang malas bekerja 
dan tidak mempunyai mata pencaharian, serta mengganggu ketertiban umum 
dengan melakukan pengemisan, bergelandangan atau perbuatan sosial. 
c. Tujuan pemidanaan 
Tujuan pemidanaan yang dimaksudkan adalah teori penjatuhan pidana atau 




1) Teori absolute atau teori pembalasan (vergeldings theorien) 
Teori ini mengatakan bahwa setiap kejahatan harus berakibat 
dijatuhkannya pidana kepada pelaku, secara historis tujuan pemidanaan dengan 
teori pembalasan (retributive theory).  Menurut teori ini, alasan pembenar 
dalam penjatuhan hukuman, hukuman semata-mata sebagai imbalan dari 
perbuatan jahat, pananganan teori Retributive sebagai tujuan hukum yang 
paling tua, hukuman hanya diperuntukkan bagi pelaku kejahatan itu sendiri. 




2) Teori relatif 
Teori relatif atau tujuan mencari dasar hukum pidana dalam 
menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan pidana untuk 
prevensi terjadinya kejahatan. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, teori 
ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan, 
pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana 
untuk melidungi kepentingan masyarakat.
64
 Muladi dan Barda Nawawi arief 
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menambahkan bahwa “pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan 
atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, 
tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori 
inipun sering juga disebut sebagai teori tujuan(utilitarian theory).”65 
3) Teori gabungan 
Teori gabungan merupakan gabungan dari teori Absolute dan Relatif. 
Teori ini dibagi menjadi 3 yaitu: 
a) Yang menitikberatkan pada pembalasan; 
b) Yang menitikberatkan kepada pertahanan tata tertib masyarakat/prevensi 
seimbang; 
c) Yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat. 
Menurut Andi Hamzah belum banyak sarjana yang membahasnya , 




a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan penegakan norma hukum dami 
pengayoman masyarakat; 
b) Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya 
orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat; 
c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana memulihkan 
kesimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; 
d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. 
Menjadi pertanyaan sekarang, termasuk kategori yang manakah konsep 
Restorative justice? Menurut Kathleen Daly sebagai berikut:
67
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“ada perbedaan lebih jelas daripada nyata, antara praktik peradilan trsdisional 
dan Restorative. Keadilan restorative, korban mengambil peran yang lebih 
utama dalam proses penyelesaiannya dan penekanannya adalah pada 
memperbaiki kerusakan antara pelaku dan korban, anggota masyarakat atau 
organisasi mengambil peran yang lebih aktif dalam proses peradilan, bekerja 
sama dengan Negara, dan proses melibatkan dialog dan negosiasi antara para 
pihak dalam sengketa.” 
Penggabungan antara teori Absolute dan Relatif, kemudian 
dikembangkan oleh Muladi dengan menyebutnya dengan teori integrative, 




a) Pencegahan umum dan khusus; salah satu tujuan utama pemidanaan terhadap 
pelaku tindak pidana mencegah atau mengahalangi pelaku tindak pidana 
tersebut dan juga orang lain yang mungkin punya maksud untuk melakukan 
kejahatan-kejahatan semacam karenanya mencegah kejahatan lebih lanjut; 
b) Perlindungan masyarakat, sebagai tujuan pemidanaan mempunyai dimensi 
yang bersifat luas, karena secara fundamental ia merupkan tujuan pemidanaan. 
Secara sempit hal ini digambarkan sebgai kebijaksanaan pengadilan untuk 
mencari jalan melalui pemidanaan agar masyarakat terlindung dari bahaya 
pengulangan tidak pidana; 
c) Memelihara solidaritas masyarakat, pemidanaan bertujuan untuk menegakkan 
adat istiadat masyarakat dan mencegah balas dendam dalam perseorangan. 
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M. Solehuddin mencoba menyimpulkan tentang teori integratif dari 




“teori tujuan pemidanaan integratif tersebut berangkat dari asumsi dasar 
bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan 
dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan 
masyarakat, tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-
kerusakan yang diakibatkan oleh tidak pidana.”  
D. Sistem Peradilan Pidana Anak 
Anak yang melakukan tindak pidana akan berhadapan dengan instrumen 
negara melalui aparatur penegak hukumnya. Sebagai sebuah instrumen 
pengawasan sosial, hukum pidana menyandarkan diri pada sanksi kerena pada 
fungsinya memang mencabut hak orang atas kehidupan, kebebasan atau hak milik 
mereka. Invasi terhadap hak dasar ini dibenarkan demi melestarikan masyarakat 
dan melindungi hak-hak fundamental dari gangguan orang lain.
70
 
Sistem peradilan pidana anak di Indonesia berasaskan sebagai berikut: 
1. Perlindungan, yaitu meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak 
langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis. 
2. Keadilan, yaitu bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan 
rasa keadilan bagi anak. 
3. Nondiskriminasi, yaitu tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada 
suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status 
hukum anak, urutan kelahiran anak serta kondisi fisik dan/atau mental. 
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4. Kepentingan tebaik bagi anak, yaitu segala pengambilan keputusan harus selalu 
mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. 
5. Penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan terhadap anak dalam 
menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika 
menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak. 
6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, yaitu hak asasi yang paling 
mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, 
keluarga dan orang tua. 
7. Pembinaan dan pembimbingan anak, yaitu kegiatan untuk meningkatkan 
kualitas, ketakwaan kepada tuhan yang Maha Esa, Intelektual, sikap dan 
prilaku. 
8. Proporsional, yaitu segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas 
keperluan, umur dan kondisi anak. 
9. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan; 
10. Penghindaran pembalasan, yaitu menjauhkan prinsip pembalasan dalam 
proses peradilan pidana anak.
71
 
Setyo wahyudi mengemukakan bahwa bahwa yang dimaksud dengan 
sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana 
anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, 
subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum 
pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materil anak dan hukum pidana 
formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. Dalam hal ini 
tujuan sistem penegakan peradilan pidana anak ini menekankan pada tujuan 
kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak. Terhadap apa yang dimasud 
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dengan sistem peradilan pidana anak tersebut, Undang-undang nomor 11 tahun 
2011 sama sekali tidak memberikan penjelasan lebih lanjut.
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Hanya saja dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 1 angka 1 Undang-
undang nomor 11tahun 2012 tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa 
SPPA adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan 
dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan 
setelah menjalani pidana. Dapat diketahui bahwa apa yang dikehendaki oleh 
pembentuk Undang-undang adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak 
yang berhadapan dengan hukum harus dilaksanakan sebagai suatu sistem dengan 
menurut pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang nomor  
11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.
73
  
Sistem peradilan pidana anak mempunyai karakteristik sebagai berikut: 
1. Sistem peradilan pidana anak terdiri atas komponen atau subsistem yang 
berupa: 
a. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, yaitu pejabat polri sebagaimana 
yang dimaksud oleh Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian 
Negara Republik Indonesia. 
b. Penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum, yaitu jaksa sebagaimana yang 
dimaksud oleh Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan 
Republik Indonesia. 
c. Pemeriksaan sidang yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebagai pengadilan 
tingkat pertama dan Pengaadilan Tinggi sebagai  Pengadilan tingkat banding, 
yaitu sebagaimana dimaksud oleh pasal 50 dan pasal 51 ayat (1) Undang-
undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum 
d. Petugas kemasyarakatan yang terdiri atas: 
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1) Pembimbing kemasyarakatan; 
2) Pekerja sosial professional; 
3) Tenaga kesejahteraan sosial; 
Sebagaiman yang dimaksud dalam 63 Undang-undang nomor 12 tahun 
2012 tentang sistem peradilan pidana anak.
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2. Komponen atau subsistem dari sistem peradilan pidana anak tersebut dalam 
melaksanakan tugas dan wewenangnya saling berhubugan satu sama lain 
dalam suatu pola saling ketergantungan seperti yang ditentukan dalam atau 
mengikuti hukum acara peradilan anak, yaitu dalam bab III dari Undang-
undang nomor 11 tahun 2012. Sistem peradilan pidana merupakan suatu 
jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana materil, hukum pidana 
formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan 
ini harus dilihat dalam konteks sosial, sifat yang terlalu formal jika dilandasi 




3. Keseluruhan sistem peradilan pidana anak lebih dari sekedar penjumlahan 
dari komponen-komponennya, dalam pengertian sistem peradilan pidana 
anak yang terpenting bukanlah kuantitas suatu komponen melainkan 
kualitas dari komponen tersebut. Terdapat empat komponen dalam sistem 
peradilan pidana anak yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga 
pemasyarakatan yang diharapkan kesemua komponen tersebut dapat 
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A. Jenis  Dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis penelitian. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang 
menggabungkan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum 
empiris. Penelitian hukum normatif sering kali hukum dikonsepsikan sebagai 
apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan ( Law in book ) atau 
hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan 
patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Law in 
book adalah hukum yang seharusnya berjalan sesuai harapan, keduanya seiring 
berbeda, artinya hukum dalam buku sering berbeda dengan hukum dalam 
kehidupan masyarakat.  
Sedangkan penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian 
hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti 
bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam 
penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka 
metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum 
sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-
fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan 
pemerintah. 
2. Lokasi penelitian. 
Lokasi penelitian ini yaitu di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan 
dengan difokuskan pada Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dan 




B. Metode Pendekatan 
Spesifikasi pendekatan pada penelitian ini menggabungkan antara 
pendekatan kasus (Case approach) dan pendekatan perundang-undangan (Statute 
approach). 
1. Peneltian yang menggunakan pendekatan kasus (Case approach)  berarti 
penelitian yang menekankan untuk dilakukannya telaah pada kasus-kasus 
yang berkaitan dengan isu hukum yang terjadi dilapangan.  
2. Sedangkan penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan 
(Statute approach).berarti mengkaji tentang perundang-undangan dan 
peraturan-peraturan dengan teori-teori hukum mengenai penerapan aturan. 
Pendekatan penelitian tersebut juga disebut dengan penelitian hukum 
doktrinal karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada 
peraturan-peraturan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau 
bahan hukum yang lain, sebagai peneliti pustakawan atau peneliti dokumen 
disebabkan peneliti ini banyak dilakukan terhadap data yang bersifat 
sekunder yang ada diperputakaan. 
C. Sumber Data 
1. Data primer. 
Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya tanpa ada 
perantara. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual 
atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau 
kegiatan, dan hasil pengujian. Metode yang digunakan untuk mendapatkan 
data primer yaitu :  
a.  Metode wawancara  
Wawancara yaitu tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara 
langsung. Teknik wawancara dilakukan dengan cara mendatangi secara 
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langsung informan untuk dimintai keterangan mengenai sesuatu yang 
diketahuinya, bisa mengenai suatu kejadian, fakta atau pendapat informan itu 
sendiri. 
b. Metode observasi 
Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap 
gejala yang diteliti. 
2. Data sekunder. 
yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, majalah 
jurnal, karya ilmiah, internet, dan berbagai sumber lainnya. 
D. MetodePengumpulan Data 
Di dalam pelaksanaan penelitian ini digunakan tehnik pengumpulan data, 
sebagai berikut : 
1. Tehnik wawancara. 
Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan 
jalan komunikasi.
1
 Yaitu melalui percakapan yang dilakukan oleh dua pihak 
yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaaan dan 
terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
2
 
2. Observasi  
Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan 
pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan 
pancaindra lainnya.
3
Sedangkan tujuan dari observasi adalah untuk 
mendeskripsikan perilaku objek serta memahaminya atau bisa juga hanya ingin 
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mengetahui frekuensi suatu kejadian.
4
 Pada metode ini peneliti akan 
melakukan pengamatan pada proses masuknya perkara hingga selesainya 
perkara tersebut khususnya yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan 
oleh anak di bawah umur. 
3. Dokumentasi. 
Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk 
dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, 
catatan harian, cenderamata, laporan, artefak, foto, dan sebagainya. Sifat utama 
data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada 
peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Secara 
detail bahan dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu otobiografi, surat-surat 
pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah 
atau swasta, data di server dan flashdisk, data tersimpan di website, dan lain-
lain. Gottschalk menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam 
pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang 
didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, 
gambaran, atau arkeologis.
5
 Pada metode ini peneliti akan mengambil 
dokumentasi di Kepolisian Resort Kota Makassar. 
E. Instrumen Penelitian 
Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian 
adalah peneliti itu sendiri sehingga peneliti harus “divalidasi”. Validasi terhadap 
peneliti, meliputi; pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan 
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terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian -
baik secara akademik maupun logikanya
6
 
Peneliti kualitatif sebagai human instrumen berfungsi menetapkan fokus 
penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, 




Selain dari pada itu, juga diperlukan instrument penelitian berupa: 
1. Pedoman wawancara 
Pedoman wawancara berfungsi sebagai alat pengarah dalam mengumpulkan 
data dari informan pada saat dilakukan wawancara. 
2. Handphone 
Penggunaan alat komunikasi berupa handphone yang memiliki spesifikasi 
dan fitur yang dapat membantu dalam peneletian ini, utamanya aplikasi 
Kamera Video, Kamera Foto dan Juga Recorder Suara. 
3. Alat Tulis 
Alat tulis dalam sebuah penelitian sangat diperlukan dalam proses 
penelitian, hal ini guna mempermudah dalam proses pengumpulan data 
sementara dalam bentuk tulisan untuk selanjutnya diolah.  
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Penelitian ini menggunakan berbagai teknik pengolahan data yaitu: 
1. Reduksi Data ialah proses mengubah data kedalam pola, fokus, kategori, 
atau pokok permasalahan tertentu. 
2. Penyajian Data ialah menampilkan data dengan cara memasukkan data 
dalam bentuk yang di inginkan seperti memberikan penjelasan dan analisis. 
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3. Pengambilan Kesimpulan ialah mencari simpulan atas data yang direduksi 
dan disajikan. 
Analisis data yang digunakan yakni analisis kulitatif yaitu teknik 
pengolahan data  kualitatif (kata-kata) yang dilakukan dalam rangka 
mendeskripsikan/ membahas hasil penelitian dengan pendekatan analisis 
konseptual dan teoretik, serta mengolah data dan menyajikan dalam bentuk yang 
sistematis, teratur dan terstruktur serta mempunyai makna. Analisis data tidak 
hanya dimulai saat sebelum dan setelah penelitian, namun dilakukan secara terus 
menerus selama peneltian berlangsung. Hal ini disertai dengan identifikasi dan 
pemilaan terkait data yang dianggap penting dan berhubungan dengan fokus 
penelitian. 
G. Pengujian Keabsahan Data 
Uji keabsahan data dalam penelitian ini meliputi Credibility (validasi 
internal), Transferability (validasi eksternal), Dependability (reabilitas), dan 
Confirmability (obyektifitas).  
1. Uji Kredibilitas 
Uji kredibiltas antara lain dilakukan dengan cara yaitu:
8
 
a. Perpanjangan pengamatan 
Perpanjangan pengamatan dilakukan untuk menguji kredibilitas data yang telah 
diperoleh, apakah data yang telah diperoleh telah berubah atau tidak.  
b. Meningkatkan ketekunan 
Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara cermat dan 
berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan 
peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. 
c. Menggunakan Bahan Referensi 
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Bahan referensi merupakan pendukung yang dapat membuktikan data yang 
telah ditemukan, seperti rekaman wawancara. 
2. Pengujin Transferability 
Pengujian Transferability merupakan validasi eksternal, digunakan agar 
hasil penelitian dapat digunakan dapat diterapkan. Pengujian ini dilakukan 
dengan membuat laporan yang diurai secara jelas, rincih dan sistemati. 
3. Pengujian Defendability  
Dalam penelitian kualitatif, uji defendability dilakukan dengan 
melakukan audit terhadap keseluruhan proses oleh auditor yang independen, 
atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan kegiatan peneliti dalam 
melakukan penelitian 
4. Pengujian Confirmability 
Dalam penelitian ini uji confirmability dilakukan bersamaan dengan uji 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Faktor Yang Melatarbelakangi Anak Melakukan Tindak Pidana 
Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Makassar 
ditemukan bahwa terdapat banyak kasus tindak pidana yang melibatkan anak di 
bawah umur sebagai pelakunya yang jika digambarkan dalam bentuk tabel 
akan tergambar sebgai berikut: 
Tabel 4.1 data perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak  
di wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar  
sejak tahun 2014 – maret 2017. 
No Jenis Tindak Pidana Tahun 
2014 2015 2016 01-03 
2017 
1 Pencurian 66 118 231 47 
2 Narkotika 16 24 43 9 
3 Tindak pidana senjata api atau benda tajam 9 61 59 9 
4 Kejahatan terhadapa keteriban umum - 7 6 - 
5 Perjudian 1 4 4 - 
6 Kejahatan terhadap nyawa 2 2 6 - 
7 Kejahatan terhadap kesusilaan 1 4 5 - 
8 Penganiayaan 3 17 14 3 
9 Penadahan - 3 - - 
10 Pemerasan dan pengancaman - 1 2 - 
11 Penggelapan 1 1 1 - 
Jumlah Setiap tahunnya 99 242 371 68 
Total 780 
Sumber: data Pengadilan Negeri Makassar 
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Data perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum 




Gambar 4.1 data perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di   
wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar sejak 
tahun 2014 – maret 2017 
Dari keseluruhan kasus tersebut di atas terdapat 110 kasus yang 
diselesaikan dengan jalan diversi atau pengalihan penyelesaian perkara dari proses 
peradilan pidana ke proses di luar pengadilan pidana dimana diversi itu sendiri 
merupakan bagian dari Restorative Justice. Selanjutnya terdapat 91 kasus yang 
mendapatkan putusan akhir dengan amar putusan di kembalikan kepada 
Pemerintah/Negara untuk di didik agar anak tersebut kembali menjadi anak yang 
lebih baik di mana hal ini merupakan salah satu tujuan dari Restorative Justice. 
Selain dari itu, juga terdapat 4 kasus yang mendapatkan putusan akhir dengan 














2014 2015 2016 01-03 2017
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Salah satu putusan yang amarnya dikembalikan kepada Pemerintah/Negara 
adalah kasus pencurian yang dilakukan oleh anak yang berinisial JC dengan 
nomor register perkara 274/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks. Dengan dakwaan 
sebagai berikut: 
………..Bahwa Anak JODY CHANDRA Als JODI Bin TJIANG GUI KIANG 
bersama-sama dengan RUSDI Als NENE (belum tertangkap / masuk dalam 
daftar pencarian orang) pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 sekitar jam 
10.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 
2016  bertempat di Jalan Satangnga Kecamatan Wajo Kota Makassar, atau 
setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 
Makassar, mengambil barang sesuatu berupa dompet warna merah yang berisi 
uang tunai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) serta alat make up pengantin yang 
sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu HERAWATI dengan 
maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua 
orang atau lebih dengan bersekutu,……………………………………………... 
……….Akibat perbuatan Anak JODY CHANDRA Als JODI Bin TJIANG 
GUI KIANG saksi korban Herawati mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- 
(tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah 
tersebut………………………………. 
---------erbuatan Anak JODY CHANDRA Als JODI Bin TJIANG GUI 
KIANG  sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 
KUHP…….. 
Dan salah satu kasus yang diselesaikan dengan jalan diversi adalah kasus 
pencurian yang dilakukan oleh anak yang berinisial IB dengan nomor register 
perkara 251/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks. dengan dakwaan sebagai berikut: 
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………Bahwa ia anak INDRA BAHRI Alias INDRA BIN BAHRI bersama-
sama dengan lelaki RIANTO Alias RIAN, lelaki ANGGARA BAYU SAPUTRA, 
lelaki DAUD RURU PALINGGI, dan lelaki HARUN PATI (yang penuntutannya 
di ajukan dalam berkas perkara lain) pada hari Senin  tanggal 26 September  2016 
sekitar jam 02.30 wita atau setidak-tidaknya waktu lain dalam bulan September 
tahun 2016 bertempat di Jalan Rajwali III (Kantin Menwa) Kec Mariso Kota 
Makassar atau setidak-tidaknya di tempat-tempat  lain yang masih termasuk 
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa 
dan mengadili perkaranya, anak  telah mengambil sesuatu barang berupa 4 
(empat) buah tabung gas ukuran 3 Kg, 3 (tiga) kaleng rokok (yang berisi 
bermacam-macam batang rokok segala merek)  yang seluruhnya atau sebagian 
kepunyaan orang lain yaitu saksi korban MULYA BINTI SARAPPI dengan 
maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang 
atau lebih secara bersekutu dan untuk mencapai barang yang akan di ambilnya 
dengan jalan menggunakan kunci pals……………………....... 
……..  Perbuatan Anak INDRA BAHRI Alias INDRA BIN BAHRI tersebut 
diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 4,5 
 KUHP. 
Selain daripada itu kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak berada 
diurutan ke tiga terbanyak dari keseluruhan kasus tindak pidana yang diproses di 
Pengadilan Negeri Makassar dengan jumlah 780 kasus dari 49.987 jumlah total 






Tabel 4.2 persentase jumlah kasus pidana di Pengadilan Negeri 
Makassar sejak tahun 2013 s/d maret 2017 
No Jenis Tindak Pidana Jumlah 
Kasus 
Persentase 
1 Pidana Biasa (Pidum) 6.913 13,8 % 
2 Pidana Singkat (Pidum) 0 0 % 
3 Pidana Cepat (Pidum) 0 0 % 
4 Pidana Lalu Lintas (Pidum) 41.923 83,8 % 
5 Pidana Anak (Pidsus) 780 1,5 % 
6 Pidana Korupsi (Pidsus) 371 0,7 % 
7 Pidana Perikanan (Pidsus) 0 0 % 
8 Pidana HAM (Pidsus) 0 0 % 
Sumber:data Pengadilan Negeri Makassaar 
Data persentase jumlah kasus pidana di Pengadilan Negeri Makassar sejak 
tahun 2013 s/d maret 2017 juga dapat di gambarkan sebagai berikut: 
 
Gambar 4.2 Persentase jumlah kasus pidana di Pengadilan Negeri 

































Banyaknya kasus tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum 
Pengadilan Negeri Makassar pasti memiliki alasan atau sebab tertentu kenapa 
seorang anak melakukan tindak pidana. 
Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 30 november 2016 dengan 
Widiarso
1
 dan Nina Purwati
2
 pada tanggal 21 november 2016 maka dapat 
ditarik beberapa faktor penyebab anak melakukan tindak pidana seperti: 
1. Faktor kemiskinan. 
Lemahnya ekonomi keluarga menjadi pendorong bagi anak untuk 
melakukan perbuatan pidana di Kota Makassar. Hal ini sering terjadi pada 
keluarga kelas menengah kebawah yang pada umumnya hanya bisa memenuhi 
kebutuhan hidupnya dalam batas minimum. Bahkan kadang-kadang untuk 
memenuhi kebutuhan anggota keluarganya seorang anak harus ikut 
berpartisipasi dalam mencari nafkah demi mempertahankan hidup mereka. 
Dengan kondisi yang seperti ini orang tua secara otomatis kurang dapat 
mengawasi anak-anaknya sehingga kadang untuk dapat memenuhi 
kebutuhanya sendiri seorang anak melakukan perbuatan yang tidak benar. 
Latar belakang ekonomi keluarga yang tidak mampu memenuhi segala 
kebutuhan anak menyebabkan anak mencari pemenuhan kebutuhannya dari 
lingkungan luar.   Bahwa banyakya kebutuhan skunder  seorang anak seperti 
keinginan untuk memiliki barang-barang mewah sebagai penunjang 
pergaulannya bersama teman sebayanya seperti keinginan untuk memiliki 
telepon pintar (smart phone) yang pada dasarnya barang tersebut memiliki nilai 
ekonomi yang tinggi bagi setiap kalangan terlebih lagi bagi kalangan 
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Widiarso (55 tahun), Hakim Pengadilan Negeri Makassar , Wawancara,  Makassar, 30 
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Nina Purwati (35 tahun), Kasubnit Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Sat 
Resrim Polrestabes Makassar, Wawancara, Makassar, 28 November 2016. 
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masyarakat yang memiliki perekonomian rendah, dan karena ketidak mampuan 
orang tua untuk memenuhi keinginan anak tersebut sehingga tidak jarang 
seorang anak mencari jalan pintas untuk memenuhi keinginannya tersebut 
dengan cara melakukan kejahatan seperti mencuri dan melakukan pembegalan. 
Nina purwati
3
 menjelaskan bahwa sebagian besar dari anak yang 
menjadi pelaku tindak pidana di Kota Makassar  memilik latar belakang 
prekonomian yang rendah terkhusus anak pelaku tindak pidana pencurian yang 
dimana kasus tindak pidana pencurian adalah kasus yang paling sering 
dilakukan oleh anak di wilayah hukum pengadilan Negeri Makassar dengan 
jumlah 462 kasus sejak tahun 2014 sampai dengan bulan maret 2017 . 
Salah satu contoh kecilnya adalah kasus pencurian Kotak amal masjid 
nurul iman di jl. Boulevard pada tanggal 24 november 2016 yang dilakukan 
oleh seorang anak remaja berinisial Ant yang masih berumu 15 tahun yang 
mengaku terpaksa mencuri karena kelaparan. 
2. Faktor rendahnya pendidikan. 
Widiarso
4
 menjelaskan bahwa Sekolah merupakan tempat pendidikan 
formal bagi seorang anak mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar 
sederajat, sekolah menengah pertama sederajat dan sekolah menengah atas 
sederajat yang bertujuan untuk mengajarkan anak dalam mengembangkan 
pengetahuan dan keterampilannya baik dibidang pengetahuan umum maupun 
pengetahuan agama. Namun demikian di Kota Makassar yang merupakan salah 
satu Kota besar di Indonesia tidak jarang kita dapatkan seorang anak yang 
putus sekolah dikarenakan kekurangan biaya ataupun karena dari dalam diri 
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anak tersebut yang tidak ingin mengenyam pendidikan di bangku sekolah. 
Yang mengakibatkan seorang anak memiliki latar belakang pendidikan yang 
rendah. 
Latar belakang pendidikan yang rendah itulah yang kemudian menjadi 
faktor anak melakukan kejahatan di Kota Makassar sebab pendidikan 
merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat 
karena semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin pintar pula dalam 
bertutur kata maupun bertindak dan begitupula sebaliknya, anak yang 
seharusnya merasakan suka duka di bangku sekolah justru harus berhenti 
sekolah cenderung membuat mental anak menjadi semakin labil dan mudah 
sekali tersinggung. Merasa berbeda dengan anak seusianya yang sekolah, 
merasa minder dan malu untuk bergaul sehingga membuat seorang anak 
seringkali terpengaruh untuk melakukan tindak pidana seperti tindak pidana 
pengeroyokan. 
Terdapat banyak manfaat dari pendidikan beberapa di antara adalah: 
a. Memberikan informasi dan pemahaman 
Manfaat yang paling pertama dari pendidikan adalah untuk memberikan 
informasi dan pemahaman bagi setiap peserta didik. Hal ini merupakan salah 
satu hal yang paling penting dan merupakan tujuan dan manfaat utama dari 
pendidikan. 
b. Menciptakan generasi penerus bangsa 
Manfaat pendidikan yang kedua adalah menciptakan generasi penerus 
bangsa yang cerdas dan ahli dalam berbagai bidang. Hal ini berhubungan 
dengan banyaknya bidang ilmu pengetahuan dan juga penjurusan yang ada 
sehingga dapat membantu melahirkan generasi muda yang berguna bagi 
masyarakat sesuai dengan disiplin ilmu yang didalaminya. 
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c. Mencegah terbentuknya generasi yang bodoh 
Manfaat ketiga dari pendidikan adalah untuk mencegah terbentuknya 
generasi yang bodoh, dunia pendidikan merupakan salah satu jalan yang dapat 
ditempuh untuk menghindari pembodohan karena dengan adanya pendidikan 
maka seseorang akan semakin memahami hal yang buruk dan benar sehingga 
dapat mencegah berbagai macam tindakan bodoh yang dapat merugikan 
banyak pihak. 
d. Mencegah terjadinya tindak kejahatan 
Sebagaimana pembahasan sebelumnya bahwa semakin tinggi 
pendidikan seseorang yang dibarengi dengan moral dan etika yang baik maka 
akan semakin pintar pulalah dalam bertutur kata dan bertindak sehingga dapat 
mencegah seseorang untuk melakukan tindak kejahatan. 
3. Faktor pengaruh negatif lingkungan Pergaulan. 
Masyarakat merupakan salah satu tempat pendidikan seorang anak 
setelah pendidikan dalam keluarga dan pendidikan dalam lingkungan sekolah. 
Karena anak selain berinteraksi dengan anggota keluarga juga memasuki 
lingkungan pergaulan yang lebih luas yaitu lingkungan pergaulan dalam 
masyarakat. Dengan demikian tidak jarang kita temukan anak di Kota 
Makassar yang salah dalam bergaul dan memiliki mental penjahat yang 
diakibatkan oleh pengaruh negatif dari masyarakat sekitarnya. 
Pergaulan anak menjadi penting untuk membentuk karakter dan 
pertumbuhan mentalnya. Anak sering salah bergaul justru membuatnya 
semakin dekat dengan kejahatan. Anak yang sekolah bergaul dengan orang 
yang lebih dewasa yang justru kadang mengajari anak tersebut hal-hal yang 
buruk seperti merokok, mencuri, bertengkar, dan sebagainya. 
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Terdapat banyak daerah di Kota Makassar yang telah dikenal sebagai 
daerah yang memiliki tingkat kejahatan yang tinggi sehingga berakibat pada 
ketakutan masyarakat umum terhadap daerah tersebut sekalipun hanya sekedar 
melintas. Daerah-daerah yang seperti inilah yang dapat memberikan pengaruh 
negatif bagi seorang anak bahkan sampai anak menggunkan narkotika. 
4. Faktor pengaruh negatif perkembangan teknologi. 
Saat ini hampir sebagian besar anak-anak di Indonesia khususnya Kota 
Makassar telah mengerti dan menggunakan internet dalam kehidupan sehari-
harinya baik untuk mengerjakan tugas dari sekolah maupun hanya untuk 
memainkan permainan yang ada di dalamnya. Kehadiran internet tidak hanya 
memberikan manfaat namun juga dapat memberikan dampak negatif bagi 
penggunanya. Dimana penggunanya pun tidak mengenal batas usia, mulai dari 
anak kecil sampai orang dewasa. Salah satu kelemahan internet paling nyata 
merusak adalah hal-hal yang berbau asusila dengan mudahnya diakses di 
jaringan internet.  
Nina Purwati
5
 menjelaskan bahwa Semakin berkembangnya teknologi 
mempengaruhi perkembangan Anak di Kota Makassar terlebih lagi Makassar 
adalah Kota yang besar, seperti kecanduan main Game online di warung 
internet (Warnet). Anak sering lupa waktu ketika bermain game, uang jajan 
dari orangtua tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya untuk bermain game, 
sehingga menjadikan anak mencari uang jajan tambahan, menggunakan uang 
sekolah untuk bermain game di Warnet salah satu cara yang dilakukan anak 
demi terwujudnya keinginannya untuk bermain game, kemudian untuk 
menutupi semua perbuatannya anak menjadi pelaku pidana seperti melakukan 
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pencurian. hal ini menunjukkan gejalah perilaku kenakalan pada remaja yang 
mengarah ke perubahan dan sikap anak. 
Widiarso
6
 menjelaskan bahwa dampak negatif yang paling nyata dari 
perkembangan teknologi bagi anak di Kota Makassar adalah yang berkaitan 
dengan pornografi, anggapan yang mengatakan bahwa internet identik dengan 
pornografi memang tidak salah. Karena dengan kemampuan internet dalam 
menyampaikan informasi yang dapat diakses oleh semua kalangan  termasuk 
anak di bawah umur seringkali disalahgunakan untuk mengakses hal-hal yang 
berbau pornografi yang dapat mempengaruhi seorang anak untuk mencoba dari 
apa yang dilihatnya dari internet tersebut yang dapat berujung pada tindak 
kejahatan seperti percabulan. 
Menurut Kasubnit PPA Sat Reskrim Polrestaber Makassar saat 
diwawancarai pada tanggal 28 November 2016 menjelaskan bahwa terdapat 
banyak dampak negatif lain dari internet khususnya bagi anak-anak di Kota 
Makassar beberapa di antaranya adalah sebagai berikut: 
a. Perkelahian, sebagai akibat dari kecanduan game online yang bertemakan 
kekerasan dan peperangan yang seringkali ditiru oleh anak; 
b. Perkataan kotor, kasar, tidak senonoh, saling mengejek antar teman yang 
bermula dari penulisan status di media sosial sepeti facebook, twitter, 
blackberry messenger, dan jejaring sosial yang lainnya; 
c. Perjudian, karena di media internet banyak menyediakan permainan-permainan 
yang mengarah pada perjudian seperti permainan poker; 
d. Mempengaruhi gaya hidup dan pergaulan karena melihat. Mencontoh, meniru 
perkembangan dari Negara lain melalui internet seperti halnya genk-genk 
motor; 
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e. Berbohong kepada orang tua, karena dengan kecanduan internet akan 
membutuhkan biaya yang lebih banyak sehingga mempengaruhi anak untuk 
meminta biaya dengan cara berbohong dengan mengatas namakan keperluan 
sekolah. 
B. Dasar Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak 
Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar 
Kasubnit Perlindungan Perempauan dan Anak (PPA) Sat Reskrim 
Restabes Makassar menjelaskan bahwa Keadilan restoratif merupakan suatu 
pendekatan terhadap keadilan atas dasar nilai-nilai tanggungjawab, 
keterbukaan, kepercayaan, harapan, penyembuhan dan berfokus pada 
perbaikan terhadap kerugian akibat suatu kejahatan, di samping berusaha 
mendorong pelaku untuk bertanggungjawab atas perbuatannya, melalui 
pemberian kesempatan para pihak yang terdampak langsung oleh kejahatan 
yaitu korban, pelaku dan masyarakat, dengan mencari dan memperhatikan 
kebutuhannya setelah terjadinya kejahatan, dan mencari suatu pemecahan 
berupa penyembuhan, perbaikan dan pembaharuan serta mencegah kerugian 
selanjutnya. 
Restorative justice bertujuan untuk mewujudkan pemulihan kondisi 
korban kejahatan, pelaku, dan masyarakat berkepentingan (stakeholders) 
melalui proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada mengadili 
dan menghukum pelaku. 
Widiarso
7
 ketika ditanya mengenai pentingnya Restorative justice  
menjelaskan bahwa proses peradilan pidana yang sifatnya restoratif memiliki 
pandangan bahwa mewujudkan keadilan bukan hanya urusan pemerintah dan 
pelaku kejahatan, tetapi lebih dari itu harus memberikan keadilan secara 
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totalitas yang dan tidak boleh mengabaikan kepentingan dan hak-hak dari 
korban dan masyarakat. Dilain pihak dalam proses peradilan pidana 
konvensional kepentingan korban seolah-olah telah terwakili oleh Negara 
melalui Pemerintah dan pemerintah melalui Kejaksaan dan Kepolisian.  
Nina purwati
8
 juga menjelaskan bahwa substansi mendasar dari UU 
No. 11 Tahun 2012 khususnya pada pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (3) 
yang menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan 
Restorative justice adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan 
Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan 
anak dari proses peradilan sehingga terhindar dari julukan anak nakal oleh 
masyarakat dan dengan demikian diharapkan anak dapat kembali ke dalam 
lingkungan sosial secara wajar. Pengertian diversi ditentukan dalam Pasal 1 
angka 7 UU No. 11 Tahun 2012 yakni pengalihan penyelesaian perkara anak 
dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana, dan menurut 
Pasal 5 ayat 3 UU No. 11 Tahun 2012 ditentukan bahwa dalam sistem 
peradilan pidana (SPP) Anak wajib diupayakan diversi. Upaya diversi 
dilakukan dalam setiap tahap SPP Anak mulai dari penyidikan, penuntutan, 
pemeriksaan di pengadilan dan pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan. 
Penerapan konsep Restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana 
yang dilakukan oleh anak-anak merupakan perintah yang sah, jelas dan tegas 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak. Dalam pertimbangan undang-undang ini antara lain dikatakan, 
anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki 
harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan 
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martabatnya, anak berhak mendapatkan pelindungan khusus, terutama 
pelindungan hukum dalam sistem peradilan.  
Baik Widiarso dan Nina Purwati menjelaskan bahwa yang menjadi 
dasar perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 
Anak adalah karena telah terjadi kegagalan Sistem Peradilan Pidana Anak 
untuk memberikan keadilan bagi anak, dan tingkat tindak pidana serta 
pengulangan tindaka pidana (residivisme) anak tidak mengalami penurunan di 
Kota Makassar yang berarti menunjukan bahwa proses peradilan gagal 
memberlakukan anak sebagai orang yang masih kecil dan memerlukan 
perlindungan atas hak-haknya sebagai anak. Sehingga desakan untuk merubah 
sistem peradilan bagi anak semakin menguat ditambah dengan perkembangan 
pemikiran mengenai hak asasi manusia dan anak yang berimbas pada 
perubahan paradigma mengadili dari konsep retributive justice menjadi 
Restorative justice terhadap kasus anak dengan ditandai lahirnya undang-
undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang lebih 
berpihak pada kepentingan dan hak-hak anak. 
Dari berbagai pemahaman atas perkembangan sistem hukum yang ada, 
termasuk yang terdapat pada sistem Hukum Islam maka hal tersebut diadopsi 
juga Di dalam UU SPPA yang pelaksanaan program Restorative justice dalam 
peradilan anak ditempuh dengan proses diversi. Pada Pasal 7 UU No. 11 Tahun 




















Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa di dalam sistem peradilan 
pidana anak pada tahap penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan 
serta pemeriksaan di persidangan wajib dilakukan diversi yang tidak lain 
merupakan bagian dari konsep Restorative justice.  
C. Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Dalam Menerapkan Konsep Restorative 
Justice Pada Kasus Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota 
Makassar 
Dalam surat keputusan Kapolri No.Pol. : SKEP/180/III/2006 tentang 
buku pedoman pelaksanaan tugas bintara Polri di lapangan berbunyi tugas 
pokok reserse Polri adalah melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan 
koordinasi serta pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) 
berdasarkan undang-undang no. 8 tahun 1981 dan peraturan perundangan 
lainnya. Unit reserse berfungsi menyelenggarakan segala usaha, kegiatan, dan 
pekerjaan yang berkenaan dengan pelaksanaan fungsi reserse kepolisian dalam 










rangka penyidikan tindak pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku, 
koordinator PPNS, dan pengelolaan pusat informasi kriminal (PIK). 
Satuan Reserse Kriminal (satreskrim) Polrestabes Makassar merupakan 
kesatuan yang dipimpin oleh kepala kesatuan (kasat) yang bertanggung jawab 
langung kepada Kepala Polrestabes Makassar (kapolrestabes). Tugas pokok 
satreskrim Polrestabes Makassar tidak jauh berbeda dari surat keputusan 
Kapolri No.Pol. : SKEP/180/III/2006 yaitu melakukan penyelidikan, 
penyidikan, penindakan terhadap pelaku tindak pidana. 
untuk membantu dan mempermudah megungkap kasus-kasus tindak 
pidana, anggota satreskrim memunyai wewenang khusus bernama 
diskresi.diskresi kepolisian merupakan jiwa dari pengambilan keputusan oleh 
personel kepolisian dari tingkat yang paling rendah ke tingkat yang paling 
tinggi menurut pertimbangan moral dari personel itu sendiri. 
Diskresi kepolisian selalu berada dalam lingkup pelaksanaan tugas 
kepolisian, diskresi akan selalu terkait dengan pengambilan keputusan atau 
kewenangan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap persoalan yang dihadapi. 
Diskresi kepolisian digunakan oleh personel kepolisian sejak permulaan ketika 
menghadapi suatu situasi tertentu. penggunaan diskresi itu berdasarkan pada 
penilaian yang berakhir dengan tindakannya.  
Karena diskresi kepolisian didasarkan pada pertimbangan subjektif, 
etika dan moral personel itu sendiri, maka ada kemungkinan di dalamnya 




 menjelaskan bahwa. Pada dasarnya diskresi 
kepolisian terdiri dari dua jenis, yaitu : 
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a. Diskresi bebas, yang berarti kebebasan personel kepolisian untuk mengambil 
tindakan apa saja asalkan tidak bertentangan atau melanggar batas-batas yang 
telah ditetapkan oleh undang-undang. 
b. Diskresi terikat, yang berarti kebebasan personel kepolisian untuk memilih 
salah satu alternatif yang ditetapkan oleh undang-undang. 
Diskresi sendiri didasarkan pada asas plichmatigheid, yang berarti asas 
yang menyatakan bahwa tindakan polisi dianggap sah apabila didasarkan pada 
kekuasaan atau wewenang umum. Karena kekuasaan dan wewenang umum 
diskresi yang dilaksanakan personel kepolisian adalah Atribusi yang 
merupakan wewenang langsung yang diberikan oleh undang-undang, maka 
dalam pelaksanaan diskresi personel kepolisian harus memperhatikan syarat-
syarat yang telah diatur dalam undang-undang yang memberi kewenangan 
personel kepolisian untuk melakukan tindakan diskresi. 
Kewenangan dan dasar hukum bagi anggota POLRI dalam 
melaksanakan diskresi diatur dalam undang-undang nomor  30 tahun 2014 
tentang administrasi pemerintahan, undang-undang nomor 2 tahun 2002 
tentang kepolisian negara republik indonesia, Undang-undang nomor 8 tahun 
1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP), 
Menurut Aiptu Usman
10
 yang merupakan anggota bagian pengawasan 
seksi profesi dan pengamanan (Propam) Polrestabes Makassar, menjelaskan 
bahwa ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh personel kepolisian dalam 
melaksanakan diskresi yaitu : 
a. Tindakan diskresi harus benar-benar diperlukan; 
b. Tindakan yang dilakukan benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian; 
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c. Tindakan yang dilakukan untuk mencapai sasaran yang tepat, yaitu untuk 
menghilangkan gangguan atau mencegah terjadinya bahaya bagi ketertiban dan 
keamanan umum. 
Syarat-syarat pelaksanaan diskresi diatur juga dalam undang-undang 
nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan : 
a. Pasal 22 ayat (1) diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan 
yang berwenang. 
b. Setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk : 
1) Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan; 
2) Mengisi kekosongan hukum; 
3) Memberikan kepastian hukum; 
4) Mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna 
kemanfaatan dan kepentingan umum. 
Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara Republik 
Indonesia, Pasal 16 ayat (2) tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
huruf (i) adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika 
memenuhi syarat sebagai berikut : 
a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; 
b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut 
dilakukan; 
c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; 
d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; 
e. Menghormati hak asasi manusia.  
Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang 
hukum acara pidana (KUHAP) di dalam Penjelasan pasal 5 ayat (1) huruf (a) 
angka (4) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang 
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hukum acara pidana (KUHAP) yang dimaksud dengan “tindakan lain” adalah 
tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat : 
a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; 
b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan 
jabatan; 
c. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam linngkungan 
jabatannya; 
d. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa; 
e. Menghormati hak asasi manusia.  
Dalam pelaksanaan diskresi yang dilakukan oleh personel kepolisian, 
semua personel kepolisian dapat melakukan diskresi, tidak memandang 
pangkat (perwira, bintara, maupun tamtama) untuk melakukan diskresi. Hal ini 
didasari pada undang-undang  nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-
undang hukum acara pidana (KUHAP) pasal 4 penyilidik adalah setiap pejabat 
polisi negara Republik Indonesia dan pasal 6 ayat (1) huruf (a) penyidik adalah 
pejabat polisi negara Republik Indonesia. 
Adapun diskresi dianggap tidak sah ketika personel kepolisian 
melaksanakan diskresi dengan melampaui wewenangnya, mencampuradukkan 
wewenangnya, dan bertindak sewenag-wenang. Penggunaan diskresi 
dikategorikan melampaui wewenang apabila bertindak melampaui batas waktu 
berlakunya wewenang yanng diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-
undangan dan dan bertindak melampaui batas wilayah berlakunya wewenang 
yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan 
diskresi dikategorikan mencampuradukkan wewenang apabila menggunakan 
diskresi tidak sesuai dengan tujuan wewenang yang diberikan dan bertentangan 
dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). 
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Oleh karena diskresi kepolisian digunakan dalam rangka menjalankan 
fungsi pemerintahan negara dan sangat ditentukan oleh perilaku setiap personel 
kepolisian selaku aparatur pemerintahan yang bertugas menjaga keamanan dan 
ketertiban masyarakat, maka dalam mengambil tindakan dan penilaian harus 
tetap bersandar pada undang-undang dan hak asasi manusia, tidak bertentangan 
dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan bertumpu pada good 
governance. Sehingga penggunaan kewenangan diskresi tidak bisa hanya 
menggunakan pendekatan kekuasaan semata namun harus mempertimbangkan 
hak asasi manusia dan fungsi kepolisian yang melekat pada eksistensi lembaga 
kepolisian. 
Dengan demikian kewenangan diskresi bagi personel kepolisian sebagai 
salah satu penyelenggara pemerintahan bukanlah sebagai kekuasaan tidak 
terbatas. Kekuasaan tersebut tetap tunduk pada hukum yang tidak tertulis 
berupa asas-asas hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dikenal 
dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang diantaranya meliputi 
asas akuntabilitas, transparansi, dan bertanggung jawab.  
Berdasarkan hasil penelitian di Subnit perlindungan perempuan dan 
anak (PPA) Sat Reskrim Kepolisan Resort Kota besar Makassar ditemukan 
bahwa terdapat berbagai tindak pidana yang melibatkan anak  sebagai 
pelakunya sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 yang jika digambarkan 
dalam bentuk tabel akan tergambar sebagai berikut: 
Tabel 4.3. jumlah kasus anak berhadapan dengan hukum yang ditangani 
unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) Sat Reskrim Polrestabes 
 Makassar sejak tahun 2014 s/d 2016 
No Jenis tindak pidana Jumlah kasus 
1 pencabulan 18 
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2 Membawa lari anak 3 
3 Aniaya 15 
4 pemerasan 1 
5 Persetubuhan anak 7 
6 Pencurian dalam keluarga 1 
7 pencurian 35 
Sumber: data unit pelayan perempuan dan anak (PPA) Sat Reskrim Polrestabes Makassar 
Data jumlah kasus anak berhadapan dengan hukum yang ditangani unit 
perlindungan perempuan dan anak (PPA) Sat Reskrim Polrestabes Makassar sejak 
tahun 2014 s/d 2016 dapat di gambarkan sebagai berikut: 
 
Gambar 4.3 jumlah kasus anak berhadapan dengan hukum yang 
ditangani unit perlindungan perempuan dan anak 
(PPA) Sat Reskrim Polrestabes Makassar sejak tahun 
2014 s/d 2016 
Tabel tersebut merupakan tabel jumlah kasus yang ditangani langsung 
oleh unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) Sat Reskrim Kepolisian 
Resort Kota besar Makassar sejak tahun 2014 sampai tahun 2016. Karena 



















dilakukan pembagian dalam penanganan kasusnya seperti kasus narkotika 
ditangani langsung oleh satuan Narkotika. 
Bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubnit Perlindungan 
Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Kepolisian Resort Kota besar 
Makassar ditemukan bahwa setiap kasus yang melibatkan anak sebagai 
pelakunya seringkali diupayakan untuk dilakukannya perdamaian dengan 
menggunakan kewenangan diskresi hal ini juga demi meringankan beban kerja 
para penyidik. Namun demikian terdapat kasus-kasus tertentu yang tetap harus 
diproses sebagaimana hukum formil sperti kasus-kasus pencabulan. 
Berdasarkan hasil penelitian, juga ditemukan pola-pola tindakan 
diskresi menghentikan kasus anak berhadapan dengan hukum di Kota 
Makassar demi kepentingan umum dan pertimbangannya sebagaimana 
digambarkan sebagai berikut : 




Kasus yang berkaitan dengan 




a. Pengembalian kerugian 








Kasus yang berkaitan dengan 
jiwa (penganiayaan,kecelakaan 
meninggal dunia,bentrok antar 
kelompok) 
a. Terjadinya kesepakatan untuk 
berdamai 
b. Adanya unsur kelalaian 
c. Pemberian santunan dan ganti 
kerugian 
d. Alasan kemanusiaan 
e. Penyelesaian secara adat 
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f. Dampak yang lebih luas 
g. Ketertiban masyarakat 
Sumber:data yang diolah oleh penulis 
Berdasarkan gambaran kasus yang diselesaikan di atas dapat dilihat 
bahwa adanya kesepakatan damai merupakan unsur yang sangat berperan bagi 
pertimbangan penyidik. Namun demikian ditemukan pula bahwa meskipun 
kesepakatan damai telah tercapai, terdapat beberapa alasan yang mendorong 
penyidik untuk tetap memproses perkaranya sebagaimana dijelaskan dalam 
tabel berikut : 
 





Kasus yang berkaitan dengan 
kerugian materil (penipuan, 
penggelapan,perusakan 
barang,pencurian dalam keluarga) 
a. Menjadi perhatian publik dan 
resahkan masyarakat 
b. Dilakukan berulang-ulang 
c. Jadi mata pencaharian atau 
sengaja mengambil keuntungan 
d. Pengembalian kerugian 









Kasus yang berkaitan dengan jiwa 
(penganiayaan,kecelakaan 
meninggal dunia,bentrok antar 
kelompok) 
a. Adanya unsur kesengajaan 
b. Patut dipersalahkan atas 
kelalaian yang terjadi (mabuk, 
narkoba) 
c. Menjadi perhatian publik dan 
resahkan masyarakat 
d. Dilakukan berulang-ulang 
e. Pemberian santunan dan ganti 
kerugian melebihi kewajaran 
77 
 




Kasus yang berkaitan dengan 
kesusilaan 
a. Menjadi perhatian publik dan 
resahkan masyarakat 
b. Merusak masa depan psikis 
korban 
Sumber:data yang diolah oleh penulis 
Berdasarkan kedua pertimbangan tersebut dapat dilihat bahwa terdapat 
hal-hal meringankan yang menjadi pertimbangan penyidik untuk tidak 
memproses perkaranya dan terdapat hal-hal memberatkan yang menjadi 






Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan hal-hal 
sebagai berikut : 
1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi anak di bawah umur melakukan tindak 
pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar diantaranya adalah: 
a. Faktor kemiskinan 
b. Faktor rendahnya pendidikan 
c. Faktor pengaruh negatif lingkungan pergaulan 
d. Faktor pengaruh negatif teknologi 
2. Yang menjadi landasan pemikiran dari penerapan konsep Restorative Justice 
pada penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar 
adalah Bahwa Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi 
muda, anak berperan sangat strategis sebagai generasi penerus suatu bangsa. 
Sehingga perubahan Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan 
anak menjadi penting hal ini diadasari bahwa telah terjadi kegagalan dalam 
sistem peradilan pidana anak untuk memberikan rasa keadilan bagi anak yang 
berhadapan dengan hukum, lalu kemudian lahirlah Undang-undang nomor 11 
tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang didalamnya 
mengamanahkan untuk menerapkan konsep Restorative justice dalam 
penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan dipercaya dapat 
menjadi solusi yang tepat untuk memberikan rasa keadilan bagi anak yang 
berhadapan dengan hukum.  
a. Pelaksanaan diskresi dalam penyelesaian tindak pidana oleh anak di kota 
Makassar seringkali dilakukan karena sangat membantu bagi penyidik dalam 
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meringankan beban kerja terlebih lagi banyaknya kasus tindak pidana yang 
melibatkan anak sebagai pelakunya. Dengan pertimbangan pengembalian 
kerugian, terjadinya kesepakatan untuk berdamai, adanya unsur kelalaian, 
pemberian santunan dan ganti kerugian, alasan kemanusiaan, ketertiban 
masyarakat. Namun demikian terdapat kasus-kasus tertentu yang tetap diproses 
sebagaimana hukum formil seperti kasus yang berkaitan dengan asusila. 
B. Implikasi Penelitian 
1. Kepada setiap lapisan masyarakat khususnya bagi pemerintah untuk 
mengupayakan peningkatan perekonomian masyarakat agar tidak ada lagi 
yang hidup dibawah garis kemiskinan, memberikan hak setiap anak untuk 
memperoleh pendidikan khususnya di bangku sekolah agar tidak ada lagi 
anak yang hidup tanpa pendidikan, memberikan perhatian khusus untuk 
daerah-daerah yang sarat akan tindak kejahatan untuk mencegah pengaruh 
negatif terhadapa anak, serta memberikan pengawasan yang ketat dalam 
penggunaan tekhnologi khususnya bagi anak.  
2. Kepada setiap komponen-komponen yang tergabung dalam sistem peradilan 
pidana anak agar bersunggug-sungguh dalam menjalankan amanah dari 
undang-undang agar setiap anak yang berhadapan dengan hukum dapat 
merasakan keadilan. 
3. Perlu adanya pengawasan yang lebih ketat dari pimpinan kepolisian baik 
ditingkat mabes Polri dan Polda setempat, maupun pengawas internal 
kepolisian itu sendiri berupa laporan, baik lisan maupun tulisan 
(administrasi) jika personel kepolisian dalam bertindak di lapangan. 
Sehingga para personel yang menggunakan kewenangan diskresi dalam 
penyelesaian tindak pidana yang diakukan oleh anak di Kota Makassar yang 
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